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ABSTRAK 

 

       Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang membahas tentang “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Putusan No. 14/ 

Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn”. yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pertimbangan 

hukum hakim terhadap Pasal 4 tentang syarat poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dalam putusan No: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn?. 2) Bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim atas Pasal 4 tentang syarat 

poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan No: 

14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn?. 

       Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri serta 

menelaah data berupa dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif 

kemudian disimpulkan. Dokumen yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama 

Kasongan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn tentang permohonan izin poligami yang dihimpun 

dari literatur yang ada.  

       Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam 

putusan nomor: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 

ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan 

pelengkap yang bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan dengan istilah aanvullend 

recht. Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada 

keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan jika memang 

tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adapun Analisis hukum Islam terhadap 

pertimbangan hukum Hakim atas Pasal 4 ayat (2) tentang syarat poligami dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ 

PA.Ksn, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama 

Kasongan, namun pemohon belum memenuhi syarat alternatif poligami yang tercantum 

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Kasongan tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, karena 

pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif poligami yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak 

perlu menunggu istrinya mandul, cacat badan yang sukar disembuhkan, ataupun menunggu 

istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Persyaratan adil tersebut 

tercantum dalam al-Qur‟an surah an-Nisa‟ ayat 3. 

       Dari hasil penelitian diatas, diharapkan hakim sebagai penegak hukum dalam hal 

mempertimbangkan atau menilai alasan-alasan yang dapat dijadikan pedoman untuk poligami 

tidak hanya semata-mata melihat Undang-Undang saja, akan tetapi juga lebih memperhatikan 

aspek manfaat dan mudhrotnya apabila akan memutus suatu perkara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk 

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan 

bisa juga disebut pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi‟). Kata 

nikah ini juga sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad 

nikah.
1
 

       Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” yang berarti melakukan suatu akad 

atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan 

keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga 

yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh 

Allah SWT.
2
 bahkan al-Qur‟an menyebut perkawinan itu sebagai mi>s\aqan ghali>z}an 

(perjanjian yang kokoh), seperti yang termaktub pada surah An-Nisa ayat 21, yang 

berbunyi:
 3

 

 

ثاَقاً غَلِيۡظاً ي ۡ خُذُوۡنوَ وَقَدۡ افَۡضٰى بَ عۡضُكُمۡ اِلٰٰ بَ عۡضٍ وَّاَخَذۡنَ مِنۡكُمۡ مِّ  وَ كَيۡفَ تََۡ
“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul 

satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 

perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” 

 

                                                           
1
 Abdul Rohman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 7. 

2
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8. 

3
 Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014), 81. 
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       Diantara mufassir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang 

kokoh dalam ayat tersebut adalah perjanjian yang telah diambil Allah dari para suami, 

sesuai bunyi ayat 231 surah al-baqarah: “istrimu harus diperlakukan dengan baik, tetapi 

jika tidak hendaknya diceraikan dengan baik pula”. Ayat itu menegaskan hanya ada dua 

pilihan bagi suami, yaitu hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan baik atau 

menceraikannya dengan cara yang baik pula. Karena itu, memilih hidup bersama istri 

tetapi menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam. 

       Setiap laki-laki seharusnya menyatakan janji akan berlaku baik pada saat 

melangsungkan pernikahan. Itulah sebabnya, Imam Ash-Shadiq menuliskan bahwa 

setiap laki-laki yang hendak menikah sepatutnya mengucapkan janji sebagai berikut: 

“saya berjanji kepada Allah bahwa saya akan menggauli istri saya dengan cara yang 

sopan, dan kalau tidak, saya akan menceraikannya dengan cara yang sopan pula”. Dan 

agar suatu perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan syari‟at, yaitu 

kebahagiaan dunia menuju kebahagiaan akhirat, Islam menggariskan beberapa prinsip 

yang harus dipedomani sebagai berikut:
4
 

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh 

2. Prinsip mawaddah wa rah}mah atau cinta kasih sayang 

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi 

4. Prinsip Mu‘a>syarah bil-ma‘ru>f atau memperlakukan istri dengan sopan. 

       Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa perkawinan dalam Islam mengandung dua 

unsur yang dominan, yaitu unsur material dan unsur spiritual. Unsur material perkawinan 

adalah aspek seksualnya, yang dalam diri kaum muda sedang berada dalam keadaan 

yang bergejolak, namun secara berangsur-angsur akan mereda dan menjadi tenang. 

Adapun unsur spiritualnya adalah aspek yang berkaitan dengan mawaddah warah}mah 

                                                           
4
 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 10. 
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(cinta kasih, keluhuran budi, kehangatan, dan ketulusan yang meliputi kehidupan suami 

istri). 

       Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat 

adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami 

merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri 

dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu dikatakan 

poligam. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang 

memiliki beberapa istri maka dalam poliandri itu sebaliknya, justri istri yang mempunyai 

beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi, dibandingkan poligami, bentuk 

poliandri ini tidak banyak dipraktekkan. Praktek poliandri ini hanya dijumpai di beberapa 

suku tertentu, seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet.
5
 

       Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari 

seorang suami dan seorang istri. Dalam realitas sosioligis di masyarakat, monogami lebih 

banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan 

merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian. 

       Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat suami bisa 

berlaku adil kepada mereka. Maksud adil disini adalah adil dalam melayani istri, seperti 

urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriyah, 

jika suami tidak bisa berlaku adil kepada mereka maka cukup satu istri saja (monogami). 

6
Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa‟ ayat 3, yang berbunyi:

7
 

 

نٰٰ وَثُ لٰثَ وَربُٰعَ   ۚ فاَِنۡ خِفۡتُمۡ  نَ النِّسَآءِ مَث ۡ وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلََّّ تُ قۡسِطوُۡا فِِ الۡيَ تٰمٰى فاَنْكِحُوۡا مَا طاَبَ لَ كُمۡ مِّ
 اَلََّّ تَ عۡدِلُوۡا فَ وَاحِدَةً اوَۡ مَا مَلَ كَتۡ ايَۡۡاَنُكُمۡ  ذٰ لِكَ ادَۡنٰٰٓ اَلََّّ تَ عُوۡلُوۡا

                                                           
5
 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 44. 

6
 Abdul Rohman Ghozali, Fikih Munakahat…, 129. 

7
 Al-Qur’an terjemahan dan Tajwid Warna…, 77. 
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“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) 

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan 

yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” 

 

       Apabila ayat tersebut dimaknai lebih luas, maka ayat tersebut juga menyerukan 

kepada masyarakat untuk bertindak adil terhadap orang-orang yang tidak berdaya atau 

terperdaya, salah satunya adalah kaum perempuan, terlebih lagi perempuan janda.
8
  

       Imam Ibnu Majah berkata dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah pada bab al-rajul 

yuslimu wa ‘indahu aks\ar min ‘arba’ niswatin, bahwa Qais Ibn Tsabit berkata:
9
 

 

فَ قُلْتُ ذَلِكَ لَوُ فَ قَااَ – صلى الله عليو وسَلَّم - أَسْلَمْتُ وَعِنْدِى ثََاَنِ نِسْوَةٍ فَأتََ يْتُ النَّبَِّ   
هُنَّ أرَْبَ عًا  ) (اخْتَ رْ مِن ْ  

“Ketika masuk Islam, aku mempunyai delapan istri. Aku menyampaikan hal itu 

kepada Rasul dan beliau berkata: pilih dari mereka empat orang” 

 

       Oleh sebab itu, para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan persyaratan selain 

ketentuan yang ada, bila seorang ingin menikah lebih dari seorang istri:
10

 

1. Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai 

kebutuhan dengan bertambahnya istri yang dinikahi itu. 

2. Dia harus memperlakukan semua istri itu dengan adil. Setiap istri diperlakukan secara 

sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya. 

       Dengan begitu poligami yang ditawarkan oleh Islam adalah poligami terbatas dan 

sejumlah ketentuan khusus. Menurut Imam Al-Syafi‟i, haram hukumnya bagi setiap 

orang selain Nabi Muhammad SAW, menikah lebih dari empat istri pada waktu tertentu. 

Dan para ulama Indonesia sepakat bahwasannya poligami tidak dilarang, tetapi tidak 

                                                           
8
 Husein Muhammad, Poligami (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 30. 

9
 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid I (Bayrut: Dar al-Fikr, 2004), 612. 

10
 Abdur Rahman I Doi, Karateristik Hukum Islam dan Perkawinan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 

261. 
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juga mewajibkan untuk monogami. Hal mana ini sesuai dengan pendapat para ulama 

umumnya. 

       Faktor-faktor yang mendorong timbulnya poligami adalah berakar dari mentalitas 

dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian 

lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam 

hal fungsi-fungsi reproduksi. 

       Poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di 

berbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam 

mengambil bentuk yang tak terbatas, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak 

mungkin sesuai keinginan nafsunya. Selain itu poligami tidak mesti memperhatikan 

unsur keadilan, sehingga menjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya 

membawa kepada kesengsaraan dan ketidakadilan. Kemudian Islam datang membawa 

perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan poligami sebagai agama yang 

sangat mementingkan keadilan.
11

 

       Perubahan pertama yaitu membatasi bilangan istri hanya sampai empat orang. Itupun 

boleh dilakukan apabila suami mampu berlaku adil. Perubahan kedua adalah membatasi 

alasan poligami, alasan yang diperbolehkan untuk berpoligami hanyalah semata-mata 

demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis. 

       Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinannya menganut asas monogami di dalam 

perkawinan, hal ini tegas disebut dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang berbunyi: “Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Akan tetapi 

asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tapi hanya 

bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan 

                                                           
11

 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami …, 7. 
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mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan 

menghapuskan sama sekali sistem poligami. 

       Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Adapun 

persyaratannya tercantum dalam pasal 3 ayat 2 UU. No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, diantaranya adalah harus ada ijin dari Pengadilan, bila dikehendaki oleh 

yang bersangkutan, dan hukum dan agama yang bersangkutan telah mengijinkannya atau 

tidak ada larangan dalam hal ini.
12

 

       Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat ijin 

dari Pengadilan, khususnya bagi yang beragama Islam harus diajukan ke Pengadilan 

Agama. Untuk mendapat ijin dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat tertentu dan 

disertai alasan-alasan yang dibenarkan, hal ini diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut: 

1. Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya 

(Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) 

2. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus memenuhi syarat-

syarat tertentu, seperti adanya persetujuan dari istri atau istri-istri yang terdahulu, 

adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan 

anak-anak mereka, dan juga adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 

3. Pengadilan hanya akan memberi ijin apabila permohonan itu didasarkan pada 

alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya: Istri tidak dapat 
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 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam …, 77. 
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menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan, apabila istri tidak memperoleh keturunan. 

       Apabila kita menelaah sulitnya memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, maka hal 

tersebut bisa menimbulkan dua permasalahan yaitu timbulnya perkawinan clandestine 

dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (samenleven). Perkawinan clandestine 

merupakan perkawinan yang tata cara atau prosedurnya secara sah memenuhi 

persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Seperti contoh yang 

bersangkutan dalam pemberitahuan kehendak kawin, mengaku masih seorang perjaka 

atau menggunakan izin palsu. Seperti halnya di Bali, dimana poligami pada mulanya 

merupakan perkawinan yang dibolehkan tanpa persyaratan-persyaratan tertentu, setelah 

berlakunya UU perkawinan, perkawinan poligami masih banyak dijumpai pula dengan 

frekuensi yang tidak besar. Adapun alasan-alasan yang digunakan kadang-kadang berada 

di luar ketentuan undang-undang, yaitu bahwa suami telah menghamili seorang gadis, 

sehingga terpaksa diberikan izin oleh sang istri. Selain itu, ada pula alasan-alasan yang 

sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan 

atau sakit-sakitan.
13

 

       Salah satu Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan 

Tengah adalah Pengadilan Agama Kasongan. Pengadilan Agama Kasongan juga 

termasuk salah satu dari 7 (tujuh) Pengadilan Agama Baru di wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Kasongan memberikan 

putusan tentang izin poligami. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan perkara No: 14/ 

Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

       Dalam putusan perkara No: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn, dijelaskan bahwasannya 

pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan calon istrinya dengan alasan selama ini 
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 Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 130. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 
 

 

kehidupan pemohon dan termohon telah berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai. Di 

saat yang sama, pemohon memiliki kedekatan dengan calon istri pemohon dan termohon 

menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri 

pemohon serta termohon bersedia untuk dimadu oleh pemohon. 

       Pemohon juga telah menyatakan sanggup untuk berusaha berlaku adil sebagai suami 

bagi termohon yang merupakan istri pertamanya dan bagi calon istri pemohon sebagai 

istri keduanya. Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan termohon dan calon 

istrinya beserta anak-anak mereka karena pemohon saat ini berpenghasilan rata-rata per 

bulan sebesar Rp. 10 Juta dari usahanya sebagai tukang dan usaha walet. 

       Hakim menganggap bahwa pernyataan-pernyataan pemohon diatas tersebut sudah 

memenuhi syarat kumulatif untuk mendapat izin berpoligami, sesuai ketentuan Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasannya 

seorang suami dalam hal ini pemohon untuk dapat diizinkan menikah lagi atau 

berpoligami harus memperoleh persetujuan dari istrinya, dan harus dipastikan 

kesanggupannya serta berpenghasilan tetap untuk membiayai hidup istri-istrinya dan 

anak-anak mereka, dan juga harus dapat dipastikan bahwa suami yang bersangkutan 

bersedia dan menjamin untuk berusaha berlaku adil kepada istri-istrinya sesuai norma-

norma hukum yang berlaku dan norma-norma agama yang diyakini.
14

 

       Termohon telah menyatakan bahwa sejak awal menikah dengan pemohon hingga 

saat mana permohonan diajukan, termohon dan pemohon telah hidup rukun dan 

harmonis bahkan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Termohon juga menyatakan 

bahwa ia sebagai istri pemohon dapat melakukan kewajibannya secara baik dan dalam 

keadaan sehat lahir batin. Dalam hal ini, pemohon belum memenuhi syarat alternatif 

untuk mendapat izin berpoligami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) 
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 Kutipan Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, Hakim telah 

memberikan izin poligami karena menurut Hakim penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan 

pelengkap yang bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan istilah aanvulled recht. 

Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada 

keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang Perkawinan jika memang tidak dipenuhi 

oleh pihak yang berkepentingan. Adapun yang menjadi prinsip dalam proses hukum 

dalam kaitan poligami yang bersifat memaksa dan harus dipenuhi (dwinged recht) oleh 

setiap orang yang berkepentingan adalah bahwa suami yang akan beristri lebih dari 

seorang wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dengan cara mengajukan 

permohonan (vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan). 

       Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan secara esensial, histori, dan psikis-sosiologis. Untuk secara 

esensial, menurut hakim poligami pada prinsipnya adalah akad perkawinan, sehingga 

tolak ukur keabsahannya adalah mengacu kepada syarat rukun perkawinan sebagaimana 

telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian 

untuk secara histori, munculnya ketentuan pengetatan poligami dalam Undang-Undang 

Perkawinan lebih merupakan jalan tengah dan hasil diplomasi politis di DPR, dari 

kemelut dan tarik ulur ideologi antara pergerakan kaum perempuan di Indonesia yang 

menentang poligami serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai representasi 

umat Islam di DPR yang mendukung adanya pasal poligami, dengan demikian Pasal 4 

ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah prinsip hukum 

Islam yang bersifat dina>yat (representasi ajaran agama) dan tidak juga bersifat 

menentukan, karena lebih merupakan ketentuan yang bersifat siya>satan (politis-
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diplomatis). Sedangkan secara psikis-sosiologis, penerapan pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan itu tidak sejalan dengan menjunjung tinggi martabat manusia 

terutama kaum perempuan, karena mengandung persepsi “mengambing hitamkan 

perempuan yang gagal berperan secara kodrati sebagai isteri”, dan juga dianggap sebagai 

alasan yang membenarkan suaminya meninggalkannya untuk menikah lagi dengan 

perempuan lain yang lebih sehat secara kodrati. 

       Adapun Pertimbangan Hakim bahwasannya poligami merupakan gambaran daripada 

keberhasilan sebuah keluarga yang sehat atau harmonis, bukan sebaliknya digunakan 

sebagai pelarian untuk mengatasi rumah tangga yang tidak sehat atau bermasalah dengan 

mengharuskan adanya alasan-alasan tertentu untuk berpoligami. Atas dasar itulah hakim 

memberikan izin poligami dengan pola yang lebih relevan menerapkan syarat 

keharmonisan dalam perkawinan yang sedang berlangsung dan tidak adanya konflik saat 

diketahui ada maksud suami melakukan perkawinan baru.
15

 

       Sehingga penulis menilai hakim telah memberikan izin poligami tanpa terpaku 

kepada keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai 

syarat alternatif  izin poligami dan hakim juga memiliki pertimbangan hukum tersendiri 

terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut 

serta terhadap pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Untuk itu penulis memberi judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ 

PA.Ksn)”. 
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B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Perkawinan yang sesuai dengan syari‟at Islam. 

b. Macam-macam perkawinan. 

c. Poligami menurut syari‟at Islam. 

d. Faktor-faktor yang melatar belakangi poligami. 

e. Alasan-alasan dalam mengajukan permohonan izin poligami. 

f. Kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan serta berlaku adil terhadap istri-

istrinya. 

g. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan nomor perkara: 

14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn 

h. Pertimbangan Hukum hakim terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan No: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

i. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim atas Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan No: 14/ 

Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

2. Batasan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peniliti ingin memfokuskan masalah 

supaya penelitian lebih terarah serta tidak menyimpang dari tujuan penelitian, 

diantaranya: 

a. Pertimbangan hukum hakim terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan No: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 
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b. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim atas Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan No: 14/ 

Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim terhadap Pasal 4 tentang syarat poligami 

dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan No: 

14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim atas Pasal 4 

tentang syarat poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dalam putusan No: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

 

D. Kajian Pustaka 

       Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 

bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari 

kajian atau penelitian yang telah ada.
16

 Berdasarkan penelusuran serta pengamatan yang 

ada, penulis menemukan beberapa skripsi yang juga membahas tentang poligami, akan 

tetapi fokus kajiannya yang berbeda-beda. Berikut penelitian yang juga membahas 

tentang poligami: 

       Skripsi yang disusun oleh Syaifudin Zuhri yang berjudul “Putusan Pengadilan 

Agama Kota Madya Malang Nomor: 913/ Pdt.P/ 2003/ PA.Mlg. (Analisis Hukum Islam 

Terhadap Tidak Adanya Syarat Alternatif Dalam Pemberian Izin Poligami)”. Penelitian 
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 Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, Petunjuk Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 

2019), 8. 
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tersebut membahas tentang putusan Hakim pada Pengadilan Agama Kodya Malang yang 

mengabulkan permohonan izin poligami dimana permohonan tersebut belum memenuhi 

syarat alternatif izin poligami. Data penelitian tersebut dihimpun melalui dokumentasi 

dan pembacaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis 

dan dengan pola pikir deduktif. Dan hasil dari penelitiannya adalah Hakim Pengadilan 

Kodya Malang mengenyampingkan syarat dalam Undang-Undang, jadi hakim berijtihad 

bahwa menolak atau menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan, karena ada iktikad baik dari pemohon yang ingin bertanggung jawab 

terhadap istri yang telah mengandung.
17

 Adapun kesamaan dari skripsi Syaifuddin Zuhri 

dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang putusan Hakim mengenai 

poligami, namun terdapat perbedaan yaitu skripsi penulis lebih kepada pertimbangan 

hukum Hakim terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan putusan yang digunakan juga berbeda, putusan yang digunakan 

Syaifuddin Zuhri berpoligami karena calon istri sudah hamil duluan sedangkan putusan 

yang digunakan penulis berpoligami hanya karena ingin menikah lagi. 

       Skripsi yang disusun oleh Andyani Tika Rahmawati, berjudul ”Analisis Terhadap 

Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/ Pdt.G/ 2019/ 

PA.Pct). Penelitian tersebut membahas tentang hakim Pengadilan Agama Pacitan yang 

mengabulkan izin poligami meskipun tanpa syarat alternatif dengan menggunakan 

metode penemuan hukum gramatikal yang merujuk pada aturan Pasal 8 huruf e Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengumpulan data penelitiannya 

menggunakan studi kepustakaan melalui data kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya 

adalah Hakim mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan iktikad baik pemohon 

untuk melindungi calon istri kedua yang berstatus janda dan menyantuni anak-anak dari 
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 Syaifudin Zuhri, ‚Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Nomor: 913/ Pdt.P/ 2003/ PA.Mlg (Analisis 

Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Syarat Alternatif dalam Pemberian Izin Poligami)‛ (Skripsi--UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2009). 
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calon istri kedua merupakan mas}lah}ah tah}siniyyah, selain itu juga hakim menggunakan 

kaidah fiqqiyah “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.
18

 

Adapun perbedaan skripsi dari Andyani Tika Rahmawati dengan skripsi penulis adalah 

fokus penelitiannya, dalam skripsi penulis lebih meneliti pertimbangan hukum hakim 

terhadap Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dengan menggunakan hukum Islam, sedangkan 

skripsi Andyani Tika Rahmawati lebih kepada penemuan Hakim yang menggunakan 

metode penemuan hukum gramatikal yang merujuk pada aturan Pasal 8 huruf e Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diteliti dengan maslahah mursalah. 

       Skripsi yang disusun oleh Yenni Indri Astuti yang berjudul “Analisis Putusan Hakim 

Dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan Saddu Al-z\ari‘ah (Studi Kasus Perkara 

Nomor 0474/ Pdt.G/ 2018/ PA.Ska). Penelitian tersebut membahas tentang analisis 

Saddu Al-z\ari‘ah terhadap Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang telah mengabulkan 

permohonan izin poligami dikarenakan istri tidak dapat menemani pemohon kerja ke luar 

kota. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian literatur, dengan sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa putusan Pengadilan Agama Surakarta. Adapun 

hasil dari penelitian tersebut adalah Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami 

melihat dari akibat hukum yang akan ditimbulkan yaitu perbuatan yang melanggar 

agama dalam hal zina. Maka Majelis Hakim memberikan izin poligami dengan 

pertimbangan-pertimbangan perantara adanya poligami apabila ditinggalkan suami 

ditakutkan akan terjerumus ke dalam perzinaan, sehingga hakim mengabulkan 

permohonan poligami agar terwujudnya tujuan hukum syara‟ dalam memelihara 

agamanya.
19

 Adapun perbedaan skripsi Yenni Indri Astuti dengan skripsi penulis adalah 

dalam skripsi Yenni Indri Astuti izin poligaminya dikarenakan istri tidak bisa menemani 
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 Andyani Tika Rahmawati, ‚Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan 

Nomor 475/ Pdt.G/ 2019/ PA.Pct)‛ (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2020). 
19

 Yenni Indri Astuti, ‚Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan Saddu Al-

Dzari’at (Studi Kasus Perkara Nomor 0474/ Pdt.G/ 2018/ PA.Ska)‛ (Skripsi--IAIN Surakarta, 2019). 
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suami kerja ke luar kota dan hal tersebut teliti dengan menggunakan pendekatan Saddu 

Al-z\ari‘ah, sedangkan skripsi penulis izin poligaminya hanya karena suami ingin 

menikah lagi dan suami merasa keluarganya sudah berjalan harmonis kemudian hal 

tersebut diteliti dengan menggunakan hukum Islam yatiu al-Qur‟an, Hadits dan pendapat 

para Ulama. 

       Skripsi yang disusun oleh Dani Tirtana, berjudul “Analisis Yuridis Izin Poligami 

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Penelitian tersebut menjelaskan 

tentang pengabulan izin poligami yang dikarenakan ingin menjalankan syari‟at Islam dan 

takut terjebak dalam perbuatan zina, hal tersebut akan dianalisis dengan hukum Islam 

dan Perundang-Undangan. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian normatif 

dengan menggunakan pendekatan case approach. Adapun hasil penelitian diatas adalah 

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan tersebut 

telah konsisten menurut hukum Islam dan perundang-undangan, meskipun permohonan 

izin poligami tersebut belum memenuhi syarat alternatif, akan tetapi hakim melihat 

kembali asas perjanjian yang diungkap B.W. jadi, dalam hal ini Majelis Hakim 

mengedepankan pengecualian, dimana pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju 

akan melakukan kewajiban perjanjian, kemudian perjanjian tersebut didasari atas sebab 

yang halal dan iktikad yang baik kedua belah pihak. Dan yang dimaksud dengan 

pengecualian adalah dengan mengesampingkan ketetntuan alternatif karena ada asas 

perjanjian antara orang-perorang yang merupakan esensi perjanjian itu sendiri.
20

 Adapun 

perbedaan skripsi Dani Tirtana dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi Dani Tirtana 

memfokuskan kepada putusan hakim tentang poligami yang belum memenuhi syarat 

alternatif namun dikabulkan karena sudah sesuai dengan asas perjanjian yang terdapat 

dalam BW, sedangkan skripsi penulis lebih memfokuskan kepada putusan hakim tentang 

                                                           
20

 Dani Tirtana, ‚Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan‛ (Skripsi--

UIN Syarif Hidayatullah, 2008). 
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poligami yang belum memenuhi syarat alternatif namun dikabulkan karena pertimbangan 

hukum hakim terhadap pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. 

       Jurnal yang ditulis oleh Rijal Imanullah yang berjudul “Poligami Dalam Hukum 

Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ 

PA.BPP Tentang Izin Poligami)”. Penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam memberikan ijin poligami pada kasus No. 

915/ Pdt.G/ 2014/ PA.Bpp dimana pemohon meminta ijin untuk menikahi pasangannya 

yang telah dia nikahi secara sirri yang juga telah dikaruniai seorang anak. Adapun hasil 

dari penelitian tersebut adalah Majelis Hakim mengabulkan perkara nomor 915/ Pdt.G/ 

2020/ PA.Bpp dengan mengenyampingkan alasan poligami yang tercantum dalam Pasal 

4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikarenakan hakim 

mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya dahulu, dimana hakim menganut asas 

kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang 

sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak 

lain. Putusan hakim peradilan juga dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

yang Maha Esa” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu 

memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada 

masyarakat.
21

 Adapun perbedaan penelitian Rijal Imanullah dengan penelitian penulis 

adalah alasan poligami dalam putusan hakim, dalam penelitian Rijal Imanullah alasan 

untuk berpoligaminya adalah karena suami sudah menikah secara sirri dengan calon istri 

sedangkan dalam penelitian penulis alasan untuk berpoligaminya adalah hanya karena 

suami dengan istri sudah menjalani hubungan yang harmonis dan istri dengan calon istri 

sudah kenal dekat. 

                                                           
21

 Rijal Imanullah, ‚Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama 

No. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami)‛ (Mazahib, Vol XV, No. 1, 2016). 
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       Dilihat dari beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian penulis,  

yaitu sama-sama membahas tentang putusan pengadilan tentang izin poligami. Akan 

tetapi juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu fokus pembahasannya. 

Dalam penelitian penulis lebih mengarah kepada analisis hukum Islam terhadap 

pertimbangan hukum hakim atas Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dalam Putusan No. 14/ Pdt.g/ 2020/ PA.Ksn. hal ini terjadi karena 

menurut Hakim Pengadilan Agama Kasongan penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan 

pelengkap yang bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan istilah aanvulled recht. 

Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada 

keterpenuhan ketentuan tersebut jika memang tidak dipenuhi oleh pihak yang 

berkepentingan. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap Pasal 4 tentang syarat 

poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam 

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim terhadap Pasal 4 tentang syarat 

poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam 

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn dari segi hukum Islam. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

       Adapun dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa manfaat, diantaranya: 

1. Secara teoritis 
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       Penulis berharap dari hasil penelitian ini bisa berguna sebagai penambah 

wawasan serta pengembang ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya. 

Khususnya bagi mahasiswa yang mendalami bidang ah}wal al-syakhs}iyyah yang 

berkaitan dengan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. 

2. Secara Praktis 

       Hasil penelitian penulis ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan penyuluhan 

bagi keluarga yang akan melakukan poligami, atau juga digunakan sebagai 

pengembang ilmu pengetahuan yang bersifat empiris mengenai permohonan izin 

poligami bagi para Hakim di Pengadilan Agama. 

 

G. Definisi Operasional 

       Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta menghindari kesalahpahaman para 

pembaca dalam mengartikan judul skripsi penulis, maka perlu djelaskan beberapa istilah 

sebagai berikut: 

       Hukum Islam merupakan peraturan atau kaidah yang bersumber dari Al-Qur‟an, 

hadist, serta pendapat Ulama‟ yang berkaitan dengan poligami. 

       Pertimbangan Hukum Hakim merupakan argument atau alasan yang dipakai oleh 

Hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan 

menyantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum tentang poligami yang dijadikan dasar 

sebelum memutus suatu kasus. 

       Syarat Poligami merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh suami 

yang akan beristri lebih dari satu, dalam hal ini penulis menggunakan ketentuan yang 

terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam. 
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       Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan yang berisi 

tentang syarat-syarat alternatif bagi suami yang berpoligami, dan peraturan ini juga yang 

dipertimbangkan oleh hakim dalam hal penerapannya. 

 

H. Metode Penelitian 

       Jenis penelitian pada skripsi yang diangkat oleh penulis adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode library research atau kepustakaan. Skripsi ini juga dapat 

dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena data primer yang digunakan 

oleh penulis untuk penelitian ini adalah salinan putusan hakim Pengadilan Agama 

Kasongan Nomor: 14/ Pdt,G/ 2020/ PA.Ksn. Adapun metode penulisan skripsi ini 

sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

       Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini 

diantaranya: 

a. Isi putusan hakim Pengadilan Agama Kasongan Nomor: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn 

tentang izin poligami. 

b. Pertimbangan hukum Hakim terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan hakim Pengadilan Agama 

Kasongan Nomor: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

c. Ketentuan poligami dalam hukum Islam seperti dalam dalil-dalil al-Qur‟an, hadis}, 

serta pendapat-pendapat para ulama. 

2. Sumber Data 

       Berdasarkan data yang dikumpulkan diatas, maka sumber data yang digunakan 

penulis untuk menyusun skripsi ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Sumber data primer 
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       Merupakan data yang bersifat asli, utama serta penting yang memungkinkan 

untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan 

penelitian. Dalam hal ini adalah salinan putusan hakim di Pengadilan Agama 

Kasongan Nomor: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

b. Sumber data sekunder 

       Merupakan data pendukung yang diperoleh dari bahan pustaka yang masih 

relevan atau terkait dengan permasalahan dalam penelitian, diantaranya: 

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

3) Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami 

4) Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami 

5) Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

6) Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat 

7) Husein Muhammad, Poligami 

8) Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah 

9) dan literatur lainnya yang relevan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam mengumpulkan data, penulis menyusun skripsi ini dengan menggunakan 

teknik atau cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik atau cara memperoleh 

data dengan menelusuri serta menelaah data berupa dokumen. 

       Dalam hal ini penulis mendapatkan data pertimbangan hukum Hakim terhadap 

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berupa isi 

salinan putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

4. Teknik Analisis Data 
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       Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data 

kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data, melakukan sintesa, serta 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
22

 

Dalam hal ini penulis mengemukakan perkara dalam putusan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ 

PA.Ksn beserta pertimbangan hukum hakimnya terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dikaitkan dengan 

ketentuan-ketentuan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta dalil-dalil dalam literatur sebagai analisis, 

sehingga bisa ditarik kesimpulan yang bersifat umum.  

       Penelitian ini juga menggunakan pola pikir deduktif, yaitu suatu metode atau pola 

pikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk kemudian 

dihubungkan ke dalam bagian-bagian yang khusus, hal tersebut merupakan suatu 

sistem penyusunan fakta guna mencapai suatu kesimpulan yang logis. Dalam hal ini, 

penulis menganalisis data yang bersifat umum dari kepustakaan mengenai poligami 

yang kemudian diterapkan dalam pertimbangan hukum Hakim terhadap Pasal 4 ayat 

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada putusan No. 14/ 

Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn, sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pembahasan skripsi ini, maka 

penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

                                                           
22

 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2018), 244. 
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       Bab pertama, merupakan penahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan metode penelitian. 

       Bab kedua, merupakan kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang membahas 

tentang poligami menurut hukum Islam, seperti al-Qur‟an, hadits, serta pendapat para 

ulama‟. Dan juga akan memaparkan tentang poligami dalam Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam. 

       Bab ketiga, merupakan penyajian data yang terdiri dari gambaran umum Pengadilan 

Agama Kasongan dan deskripsi mengenai pemaparan putusan Pengadilan Agama 

Kasongan dengan perkara No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn tentang pemberian izin poligami 

yang meliputi identitas para pihak, duduk perkara, petitum, pertimbangan hukum Hakim 

dalam memutus perkara, serta isi amar putusan Hakim tentang izin Poligami perkara No. 

14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

       Bab Keempat, merupakan analisis data yang membahas tentang analisis hukum 

Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim atas Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan dalam putusan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

       Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan 

yang akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di rumusan masalah, dan 

menyantumkan saran bila diperlukan. 
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BAB II 

TEORI UMUM POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 

PERKAWINAN DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Poligami 

       Kata-kata poligami itu terdiri dari dua kata, yaitu “poli” dan “gami”. Secara 

etimologi, “poli” bermakna “banyak” sedangkan “gami” bermakna “istri”. Untuk secara 

terminologinya, poligami yaitu seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu 

atau seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang tapi dibatasi dengan paling banyak 

memiliki empat istri.
1
 

       Poligami juga dianggap sebagai hasil ubahan kata dari bahasa Inggris ”poligami” 

yang mempunyai arti seorang yang memiliki pasangan lebih dari satu baik laki-laki 

maupun perempuan, sedangkan dalam longman diterjemahkan dengan laki-laki yang 

memiliki istri lebih dari satu, tidak untuk sebaliknya.
2
 

       Dalam hukum Islam, poligami bermakna seorang pria yang menikahi lebih dari satu 

perempuan dengan batasan yang hanya diperbolehkan hanya sampai empat orang saja. 

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Pasal 55 ayat 

(1) bahwasannya poligami merupakan suami yang beristri lebih dari satu orang dengan 

waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat istri.
3
 Dengan beberapa 

pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwasannya poligami merupakan suatu sistem 

pernikahan atau perkawinan dimana seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi 

perempuan sebagai istri lebih dari satu dengan maksimal empat orang serta dengan syarat 

suami harus mampu berlaku adil kepada semua istrinya dan anak-anaknya. 

 

                                                           
1
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 129. 

2
 Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami Menyikapi Makna, Syarat, hingga Hikmah Poligami dalam Al-

Qur-an (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 20. 
3
 Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab IX Tentang Beristri Lebih Satu Orang. 
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B. Teori Umum Poligami dalam Hukum Islam (al-Qur’an, hadits, dan pendapat para 

ulama’) 

1. Pengertian Poligami dalam Hukum Islam 

       Sebagian umat Islam menganggap bahwasannya poligami merupakan perkara 

yang boleh bahkan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW. yang seharusnya diikuti 

oleh umat Islam dengan mengutip potongan ayat 

 

نٰٰ وَثُ لٰثَ وَربُٰعَ   نَ النِّسَآءِ مَث ۡ  فاَنْكِحُوۡا مَا طاَبَ لَ كُمۡ مِّ
”Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau 

empat…” 

 

       Dengan adanya kata perintah dalam ayat tersebut, seakan poligami dapat 

dihukumi sebagai sesuatu yang diperintahkan dan muatan pembebanannya sampai 

pada level sunnah tanpa melihat segala aspek, seperti bahasa, muna>s}abah, asba>bu al-

nuzu>l, dan keadaan sosiohistoris ketika ayat tersebut diturunkan.
4
 

       Kekeliruan seperti inilah yang terkadang memotong ayat tanpa membaca serta 

menelaah secara utuh kemudian mengambil kesimpulan yang bisa jadi bertentangan 

dengan maksud ayat tersebut. Adapun ayat utama yang membahas tentang poligami 

dan dijadikan sebagai landasan teologis oleh sebagian umat Islam untuk melakukan 

praktek poligami dengan dalih anjuran yang terdapat dalam ayat sebagai berikut 

(Q.S. An-Nisa‟ 4:3): 

 

نٰٰ وَثُ لٰثَ وَربُٰعَ   ۚ فاَِنۡ  نَ النِّسَآءِ مَث ۡ وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلََّّ تُ قۡسِطوُۡا فِِ الۡيَ تٰمٰى فاَنْكِحُوۡا مَا طاَبَ لَ كُمۡ مِّ
 خِفۡتُمۡ اَلََّّ تَ عۡدِلُوۡا فَ وَاحِدَةً اوَۡ مَا مَلَ كَتۡ ايَۡۡاَنُكُمۡ  ذٰ لِكَ ادَۡنٰٰٓ اَلََّّ تَ عُوۡلُوۡا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja. Atau hamba sahaya 

                                                           
4
 Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami…, 123. 
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perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 

berbuat zalim.” 

 

       Akan tetapi petunjuk al-Qur‟an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar 

hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian 

ayat yang lain.
5
 Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tidak dipenggal-penggal, 

apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan dan menafikan bagian 

ayat lainnya yang dirasa tidak menguntungkan. 

       Dalam metode penafsiran maudhu‟ (tematik) juga diajarkan bahwa untuk 

memahami suatu persoalan dalam al-Qur‟an kita tidak bisa hanya mengandalkan satu 

atau dua ayat saja, namun seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus 

dilihat serta dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang 

mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda. 

       Apabila kita mengurai kandungan ayat dalam Q.S. an-Nisa‟ 4:3 secara linguistik 

dan sistemik, terdapat kata yang biasa digunakan oleh sebagian umat muslim sebagai 

landasan teoritis ketika membahas tentang poligami, yaitu terletak pada kata فاَنْكِحُوۡا. 

Kata tersebut hanya dilihat sebagai kata perintah saja, namun tidak memperhatikan 

kedudukan serta fungsi dari kata tersebut, dimana kata فاَنْكِحُوۡا  dalam Q.S an-Nisa‟ 

ayat 3 merupakan jawab dari syarat yang diajukan oleh kata  ۡاِن pada awal ayat. 

Dengan demikian, kalimat وَاِنۡ خِفۡتُمۡ الََّّ تُ قۡسِطُوۡا فِِ الۡيَ تٰمٰى (jika kamu khawatir tidak mampu 

berlaku adil dalam menikahi anak yatim) merupakan sebuah persyaratan yang 

diajukan kepada mereka yang diberikan amanah untuk menjaga anak yatim dan 

hartanya serta bagi mereka yang hendak menikahinya harus berlaku adil terhadap 

mereka, baik dalam pemberian mahar maupun yang lainnya. Akan tetapi jika mereka 

yang diberikan amanah untuk menjaga anak yatim atau yang hendak menikahinya 

                                                           
5
 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 31. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

 

tidak mampu melakukannya, maka jawabnya adalah kalimat  ِٓنَ النِّسَاء  فاَنْكِحُوۡا مَا طاَبَ لَ كُمۡ مِّ

(maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi). Para wali dan semacamnya 

diberikan alternatif untuk menikahi perempuan lain agar terhindar dari perbuatan 

aniaya dan mendzalimi orang lain dengan persyaratan yang sama dengan anak yatim, 

yaitu memiliki pengetahuan dan merasa yakin mampu untuk menunaikan segala hak 

dan kewajibannya.
6
 

       Selain mengurai kandungan ayat dari tinjauan linguistik dan sistemik, kita juga 

harus mengetahui bagaimana asal muasal diperbolehkannya poligami dalam Islam 

dengan menelusuri sejarah sebab turun (asba>bun nuzu>l) Q.S. an-Nisa‟ (4): 3. Adapun 

beberapa riwayat mengenai seputar sebab turunnya ayat tersebut, diantaranya:
7
 

a. Riwayat dari Urwah Ibn Zubayr, Ia bertanya kepada Aisyah r.a mengenai Q.S 

an-Nisa‟ ayat 3. Kemudian Aisyah menjawab: “Ini adalah anak yatim 

perempuan yang berada dalam asuhan walinya, dan walinya tersebut ingin 

menikahinya karena kecantikan dan hartanya, tetapi dengan mahar yang lebih 

sedikit dari kebiasaan mahar perempuan lain, maka wali dilarang menikahi anak 

yatim tersebut. kecuali ia bisa berbuat adil yaitu menyamakan maharnya seperti 

mahar perempuan lain. Dan apabila wali takut tidak bisa berbuat adil dalam 

pemberian mahar, maka lebih baik menikahi perempuan lain hingga empat 

orang.” Setelah itu orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. 

kemudian turunlah Q.S. an-Nisa‟ ayat 127. 

b. Aisyah menjelaskan bahwasannya menurut adat Arab jahiliyyah, seorang wali 

berkuasa atas yatim perempuan yang berada dalam asuhannya dan berkuasa 

akan hartanya. Jika yatim perempuan itu cantik, maka akan dikawini dan 

                                                           
6
 Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami…, 130. 

7
 Ayang Utriza Yakin, Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, 

Non-Muslim, Poligami, dan Jihad (Jakarta: Kencana, 2016), 175. 
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diambil hartanya, namun jika yatim perempuan itu buruk rupanya, maka ia akan 

dihalangi untuk bisa menikahi lelaki lain dengan tujuan supaya wali itu tetap 

bisa menguasai hartanya, kebiasaan inilah yang dilarang oleh Q.S. an-Nisa‟ ayat 

127. Riwayat lain dari Aisyah, bahwasannya ayat ini turun kepada anak 

perempuan yatim yang kaya raya yang sedang berada dalam asuhan seorang 

wali lelaki. Wali tersebut ingin menikahinya karena harta yang dimiliki yatim 

perempuan tersebut, dan bukan karena kecantikannya. Dalam kehidupan rumah 

tangga mereka, wali yang menjadi suaminya itu sering menyakiti yatim 

perempuan yang telah menjadi istrinya. Ia memperlakukan istrinya dengan 

sangat buruk, maka turunlah ayat ini untuk memperingati agar tidak melakukan 

perbuatan tersebut. 

c. Riwayat dari Hasan yang hampir sama dengan riwayat kedua dari Aisyah, 

Hasan berkata “ Pada zaman Arab jahiliyyah, wali yatim perempuan yang kaya 

raya ingin menikahinya dengan maksud memiliki hartanya. Setelah menikah, ia 

berbuat kasar terhadap istrinya, dan mengharapkan kematiannya. Karena 

perbuatan yang tidak bermoral itulah maka turunlah surah an-Nisa‟ ayat 3 untuk 

mengutuk perbuatan tersebut. 

d. Terdapat tiga riwayat dari Ikrimah, yang pertama dari Imam Thawus dari Ibn 

Abbas berkata bahwa ada seorang lelaki Quraisy yang memiliki sepuluh istri, 

dan ia kehabisan harta untuk membiayai istri-istrinya. Kemudian ia bermaksud 

menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhannya, agar dapat 

menggunakan hartanya untuk membiayai kebutuhan para istrinya. Lalu 

dikatakan kepada mereka “Janganlah kalian menikahi wanita lebih dari empat, 

sehingga kalian tidak lagi memerlukan mengambil harta anak yatim”. Kemudian 

riwayat Ikrimah yang kedua, ia mengatakan bahwa dahulu ada seorang Quraisy 
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yang mempunyai banyak istri dan mengasuh anak yatim perempuan. Ketika 

hartanya habis, lelaki menggunakan anak perempuan tersebut, dan praktik 

tersebut dilarang dengan turunnya surah an-Nisa‟ ayat 3. Dan riwayat ikrimah 

yang ketiga adalah ada seorang yang telah menikahi empat, lima, sampai 

sepuluh perempuan, kemudian ia mengatakan mengapa aku dilarang menikahi 

perempuan seperti orang lain yang menikahi perempuan semaunya, maka lelaki 

itu mengambil harta anak yatim perempuan yang berada dalam asuhannyan dan 

menikah dengan modal harta anak yatim tersebut, maka turunlah Q.S. an-Nisa‟ 

ayat 3 untuk mengutuk perbuatan tersebut. 

e. Riwayat Said Ibn Jubayr, Qatadah, al-Dhahak, dan al-Saddi, mereka berkata 

bahwasannya “Jika kalian takut tidak dapat berbuat adil, maka janganlah 

menikahi banyak perempuan yang kalian tidak mungkin bisa memenuhi hak-

hak mereka, karena perempuan itu lemah seperti anak yatim”. Oleh karena itu, 

daripada menikahi anak yatim perempuan, Allah memberi kemudahan untuk 

menikahi wanita dengan maksimal empat wanita, selaras dengan turunnya Q.S. 

an-Nisa‟ ayat 3. 

f. Riwayat Mujahid, ia berkata “ jika kalian merasa berat memelihara anak yatim 

dan hartanya karena landasan iman, dan kalian takut tidak dapat menahan diri 

dari perbuatan zina, maka nikahilah perempuan yang halal dan baik-baik dan 

yang tidak terlarang sebagaimana didalam Q.S. an-Nisa‟ ayat 4. Pada masa 

sebelum Islam, mereka menikahi wanita dengan jumlah sesuai kehendak 

mereka, kemudian dengan turunnya Q.S. an-Nisa ayat 3, maka terdapat jumlah 

maksimal untuk menikahi wanita yaitu empat wanita. 

       Adapun beberapa pandangan para mufassir mengenai poligami yang terdapat 

dalam Q.S. an-Nisa‟ ayat 3 sebagaimana yang dikutip oleh „Iffah Qanita Nailiya, 
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diantaranya: pertama Ibnu Jarir ath-Thabari, yang berpendapat bahwa ayat tersebut 

mengandung arti seorang laki-laki boleh berpoligami bila ia khawatir jika anak yatim 

tidak mempunyai wali yang mampu berbuat adil terhadap hartanya. Kekhawatiran 

terhadap anak yatim tentu juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ibunya. Karena 

itu, diperbolehkan poligami harus didasarkan pada kesanggupan laki-laki untuk 

berbuat adil atau tidak. Apabila laki-laki tersebut mampu berbuat adil maka ia boleh 

menikah dengan dua hingga empat orang istri. Akan tetapi apabila terdapat 

kekhawatiran dalam diri laki-laki tersebut tidak dapat berbuat adil, maka lebih baik 

menikah dengan seorang wanita saja.
8
 Kedua al-Maraghi, yang berpendapat bahwa 

pada dasarnya kebolehan seorang suami untuk berpoligami merupakan kebolehan 

yang dipersulit atau diperketat, dengan kata lain, seorang suami diperbolehkan untuk 

berpoligami dalam keadaan darurat saja dan benar-benar membutuhkan. Dalam 

pandangan al-Maraghi, terdapat beberapa alasan yang membolehkan suami untuk 

berpoligami, diantaranya apabila istri mengalami kemandulan, apabila suami 

memiliki kemampuan seksual yang tinggi akan tetapi istri tidak mampu melayani 

sesuai kebutuhan suami, apabila suami memiliki materi yang lebih dari cukup untuk 

membiayai keperluan para istri dan anak-anaknya, dan apabila jumlah perempuan 

lebih banyak daripada laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang.
9
 

       Ketiga Asy-Syaukani yang berpendapat bahwa ayat tersebut turun berhubungan 

dengan kebiasaan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Pada zaman itu para 

wali dari bangsa Arab memiliki kebiasaan ingin menikahi anak-anak yatim. Namun, 

mereka tidak memberikan mahar dengan jumlah yang sama sebagaimana mahar yang 

mereka berikan kepada perempuan lain yang bukan yatim. Karena itulah, Allah 

SWT. memerintahkan untuk menikahi perempuan yang bukan yatim hingga 

                                                           
8
 ‘Iffah Qonita Nailiya, Poligami Berkah atau Musibah (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2016), 22. 

9
 Ibid., 23. 
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maksimal empat orang istri dengan syarat harus mampu berbuat adil. Apabila tidak 

mampu, maka harus menikahi seorang perempuan saja.
10

 Keempat Az-Zamakhsyari, 

pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama lainnya mengenai batasan perempuan 

yang boleh dinikahi, menurutnya kata wa pada kalimat mas}na> wa s}ula>s}a wa ruba>‘ ini 

berfungsi sebagai penjumlahan (li al-jam‘i). Dengan demikian, laki-laki yang mampu 

berbuat adil kepada para istrinya boleh menikahi perempuan bukan hanya empat 

orang saja, melainkan maksimal sembilan orang sebagai hasil penjumlahan dari 2 + 3 

+ 4.
11

 

       Selain itu, Abdul Halim Abu Syuqqah juga menjelaskan tentang poligami yang 

terdapat dalam Q.S. an-Nisa‟ ayat 3 bahwa seorang suami boleh melakukan poligami 

apabila ia mengalami minimal empat keadaan, yang pertama adalah untuk mengatasi 

masalah keluarga yang dialaminya seperti istri mandul. Yang kedua, suami sering 

melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang lama, yang ketiga adalah berpoligami 

dengan tujuan berbuat baik kepada seorang perempuan yang sholihah, dan keempat 

kemampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada para istri dan anak-anaknya.
12

 

       Dalam pandangan Quraish Shihab, pada dasarnya surah an-Nisa‟ ayat 3 

diturunkan untuk membuat satu peraturan tentang poligami, mengingat poligami 

sudah dikenal dan dilaksanakan oleh syari‟at agama dan adat-istiadat sebelum ayat 

tersebut turun. Ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, akan 

tetapi hanya berbicara tentang kebolehan poligami. Poligami merupakan pintu 

darurat kecil yang hanya dilalui jika sangat diperlukan dengan syarat yang berat.
13

 

       Dengan demikian, dari penjelasan poligami dalam al-Qur‟an, hadits, dan 

pendapat para ulama‟ diatas dapat disimpulkan bahwa poligami memang boleh 

                                                           
10

 Ibid., 26. 
11

 Ibid., 28. 
12

 Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1977), 388. 
13

 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat (Jakarta: Mizan, 

1998), 200. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 
 

 

dilakukan, akan tetapi terdapat syarat yang tidak mudah untuk dilakukan, yaitu 

kemampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada para istri dan anak-anaknya.
14

 

2. Syarat Poligami dalam Hukum Islam 

       Orang yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat sebagaimana telah 

diajukan oleh agama dan negara. Dalam agama terdapat beberapa syarat poligami 

dalam al-Qur‟an, diantaranya:
15

 

a. Berilmu 

       Secara redaksional memang tidak ditemukan kata ilmu atau berilmu sebagai 

syarat untuk melakukan poligami dalam al-Qur‟an, akan tetapi jika diteliti lebih 

spesifik maka syarat pertama orang yang ingin melakukan poligami adalah ia 

harus berilmu (paham syari‟at agama).  

       Menurut Abu Al-Sa‟ud, kata khauf dalam Q.S. an-Nisa‟ ayat 3 bermakna al-

Ilmu atau pengetahuan, pemaknaan tersebut seperti halnya kata khauf pada Q.S. 

al-Baqarah ayat 182 yang dipahami dengan makna ‘ali>man atau mengetahui. 

Begitu juga Abu al-Thayyib yang mencoba untuk menarik benang merah makna 

khauf antara makna takut dengan pengetahuan, ia menukil bahwa perasaan takut 

itu muncul karena adanya pengetahuan terhadap sesuatu yang ditakuti, apabila 

manusia tidak mengetahui tentang sesuatu tersebut meskipun pada hakikatnya 

menakutkan dan mengerikan, tapi ia tetap tidak merasa takut karena ketidak 

tahuannya. 

       Dengan demikian, maka ilmu merupakan syarat pertama yang harus dimiliki 

oleh seorang laki-laki yang berpoligami dengan berlandasan al-Qur‟an dan 

sunnah supaya tidak terjadi penganiayaan dalam sebuah hubungan rumah tangga 

yang poligamis dan tujuan akhir dari semua itu adalah supaya bisa 

                                                           
14

 ‘Iffah Qonita Nailiya, Poligami Berkah atau Musibah…, 35. 
15

 Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi poligami…, 63. 
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menyelamatkan dirinya dari siksaan dunia serta akhirat, demikian juga dengan 

istri, anak-anak, dan keluarganya. 

b. Mapan 

       Kemapanan dari segi finansial merupakan persyaratan kedua bagi suami 

yang ingin melakukan poligami, karena suami merupakan pemimpin yang 

memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya, rumah untuk 

kediaman dan tempat tinggal, pakaian sebagai pelindung dan bentuk kehormatan 

serta makanan untuk kehidupan sehari-hari. Jika seseorang menikah empat kali 

maka suami harus semuanya untuk masing-masing istrinya, karena dalam 

kehidupan poligami harus mampu berlaku adil dalam segala hal.
16

  

c. Sehat 

       Terdapat tiga jenis kesehatan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang 

hendak melakukan poligami, yaitu kesehatan fisik, pikir, dan psikis. Kesehatan 

yang pertama adalah kesehatan fisik dimana suami dituntut menjadi pemimpin 

yang memiliki fisik prima untuk mencari rezeki bagi keluarganya, serta tidak 

meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah dan melarat sebagaimana 

firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa‟ ayat 9, yang berbunyi: 

 

َ وَلْيَ قُوْلُوْا قَ وْلًَّ   فَ لْيَ ت َّقُوا اللّّٰ
وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَ ركَُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَِّّةً ضِعٰفًا خَافُ وْا عَلَيْهِمْْۖ

 سَدِيْدًا
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar.” 

 

                                                           
16

 Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi poligami…, 66. 
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       Ayat diatas memperingati agar senantiasa bersikap waspada terhadap 

keluarga yang akan ditinggalkan, khususnya bagi mereka yang masih kecil agar 

tidak menjadi gelandangan ketika ayahnya telah tiada. Dengan demikian, fisik 

yang sehat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti sandang, 

pangan, dan papan. Selain itu, suami juga harus sehat dan prima secara fisik 

ketika berpoligami untuk memenuhi kebutuhan batiniah semua istrinya. 

       Kemudian sehat yang kedua adalah kesehatan pola pikir, karena dalam hal 

poligami membutuhkan pemikiran yang jeli dan cemerlang untuk menangani 

keluarga yang poligamis. Persoalan poligami bukan persoalan sepele yang bisa 

diselesaikan layaknya membalikkan telapak tangan, namun persoalan tersebut 

merupakan persoalan yang rumit dimana kaum perempuan sebagai objek yang 

paling susah dipahami oleh laki-laki. Dan kesehatan yang terakhir adalah 

kesehatan psikis, dimana kesehatan tersebut merupakan persyaratan mutlak bagi 

para poligam karena mental memiliki peranan penting dalam membina rumah 

tangga apalagi bagi keluarga yang poligamis. Banyak KDRT dalam kehidupan 

rumah tangga dipicu oleh aspek mental yang tidak matang, perkara yang kecil 

disikapi dengan berlebihan, bahkan terjadi pembunuhan dalam keluarga 

disebabkan oleh mental yang masih labil. Oleh karena itu, wajib 

mempertimbangkan mental seseorang yang ingin melakukan praktik poligami, 

hal ini bisa dilakukan dengan mengonsultasikan kepada psikolog terdekat atau 

menanyakan kepada kerabat-kerabatnya. 

       Dengan demikian, sangatlah penting untuk memenuhi syarat kesehatan 

tersebut, yaitu kesehatan fisik, pikir, dan psikis sebagai syarat untuk melakukan 

poligami, karena tanpa syarat tersebut rasanya sulit atau bahkan mustahil untuk 
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mencapai keluarga yang tentram dan sejahtera, apalagi terhadap keluarga yang 

poligamis. 

d. Adil 

       Allah SWT. menghalalkan bagi laki-laki untuk poligami, namun dengan 

batas tidak lebih dari empat istri. Allah SWT. mewajibkan kepada mereka agar 

berlaku adil dari sisi memberi pakaian, sandang, makanan, dan tempat tinggal, 

serta segala hal yang bersifat materi tanpa adanya pembedaan. Dan apabila 

seorang laki-laki khawatir tidak sanggup untuk berperilaku adil serta memenuhi 

hak-hak para istri secara keseluruhan, maka haram bagi laki-laki tersebut untuk 

berpoligami.
17

 

       Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga istrinya, tapi tidak bisa 

memberikan hak bagi perempuan yang akan dijadikan sebagai istri keempatnya, 

maka dia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. dan jika dia dapat memenuhi 

hak kedua istrinya, tapi tidak sanggup memenuhi hak istri ketiganya, atau bahkan 

hanya bisa memenuhi hak satu istri dan tidak sanggup memenuhi hak istri kedua, 

maka haram baginya menikahi perempuan yang dia sendiri tidak mampu 

memenuhi hak-haknya sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa‟ 

ayat 3. 

       Imam Abu Daud berkata dalam kitabnya Sunan Abi Daud, bahwasannya Abu 

Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:
18

 

 

 مَنْ كانَتْ لوُ امْرأََتََنِ فمااَ  لٰ  حدااُا  اء يووَ القيامةِ ووِققُّوُ مااِ لٌ 
 

                                                           
17

 Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Fikih sunnah 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 349. 
18

 Abu Daud Sulaiman bin Al-Atsas Al-Sajastani, Sunan Abi Daud, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 249. 
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“Siapa yang memiliki dua istri dan dia lebih condong kepada salah satu 

diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan 

sebagaian tubuhnya miring.” 

 

       Hadits tersebut tidak berlawanan atau sesuai dengan ayat yang menjelaskan 

bahwa seorang suami tidak akan bisa berlaku adil terhadap semua istrinya. Ayat 

yang dimaksud adalah Q.S. an-Nisa ayat 129, 

 

لُوْا كُ َّ الْمَيِْ  فَ تَذَرُوْىَا  عُوْٓا انَْ تَ عْدِلُوْا بَ يَْْ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلََ تََيِ ْ وَلَنْ تَسْتَطِي ْ

َ كَانَ غَفُوْراً رَّحِيْمًا  كَالْمُعَلَّقَةِ ۗوَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَ ت َّقُوْا فاَِنَّ اللّّٰ
“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun 

kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 

terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 

diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang.” 

       Keadilan yang dimaksud pada ayat pertama (An-Nisa‟ ayat 3) adalah 

keadilan dari sisi zahir yaitu keadilan yang berkaitan dengan materi dan dapat 

diukur, bukan keadilan pada rasa cinta dan kasih sayang, karena hal itu tidak 

mungkin bisa dilakukan oleh semua orang. Sedangkan keadilan yang dimaksud 

dalam Q.S. An-Nisa‟ ayat 129 adalah keadilan dalam perasaan cinta, dan 

hubungan seksual. 

       Syeikh Muhammad bin Sirin telah menjelaskan surah an-Nisa‟ ayat 129 

sebagaimana yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, bahwasannya 

ketidakmampuan yang disebutkan dalam al-Qur‟an ini bertalian dengan cinta 

kasih dan hubungan kelamin. Sedangkan Syeikh Abu Bakar bin Al-Arabi 

berpendapat bahwasannya tidak ada seorangpun yang dapat mengendalikan rasa 

hatinya, karena hal tersebut berada dalam kekuasaan Ila>hi. Demikian pula dalam 

kehidupan berkeluarga, seorang mungkin merasa lebih senang kepada salah satu 
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istri dibandingkan istri-istri yang lainnya, hal tersebut terjadi atas 

ketidaksengajaan si suami, maka bukanlah kesalahan suami dan tidak akan 

dimintai pertanggungjawaban.
19

 

       Adapun menurut Syekh Mahmud Saltut, bahwa adil dalam ayat tersebut 

tidaklah seperti yang dipahamkan, yaitu adil secara keseluruhan baik yang 

disanggupi atau tidak, karena hal itu mustahil untuk dipenuhi oleh manusia. 

Namun adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung 

kepada salah seorang istrinya dan membiarkan yang lain terlantar. Karena jika 

terjadi hal seperti itu, maka sama saja suami melakukan aniaya terhadap istri 

yang ditelantarkan. 

       Pada pembahasan adil sebagai salah satu syarat untuk berpoligami, terdapat 

lima jenis keadilan yang harus ditunaikan bagi seseorang yang akan atau sedang 

melakukan poligami, seperti berikut:
20

 

1) Adil dalam pembagian waktu (bermalam) 

       Salah satu bentuk keadilan yang wajib ditunaikan oleh seorang suami 

terhadap istri-istrinya adalah pembagian waktu giliran. Jika ia siang bekerja, 

hendaklah mengadakan penggiliran pada waktu malam hari, begitu pula 

sebaliknya. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam, 

dimana seorang suami mendatangi semua tempat tinggal istrinya dalam 

jangka waktu satu malam, dan pembagian waktu yang paling lama adalah 

tiga malam. 

       Pada riwayat lain disebutkan, bahwasannya Nabi Muhammad SAW. 

mulai mendatangi rumah istrinya satu persatu sampai semuanya mendapat 

                                                           
19

 Titik Triwulan Tutik, Poligami perspektif perikatan nikah…, 70. 
20

 Abdul Mutakabbir, Reinpretasi poligami…, 75. 
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giliran dan Nabi SAW. bertamu paling terakhir serta bermalam di rumah 

istrinya yang kena jadwal bermalam pada malam tersebut. 

       Pembagian waktu yang dilakukan oleh Nabi SAW. dalam waktu sehari 

dengan sembilan orang istri merupakan rutinitas untuk menciptakan keadilan 

kepada semua anggota keluarganya. Kemampuan Nabi SAW. berlaku adil 

dalam pembagian waktu adalah sesuatu yang tidak perlu disangsikan, karena 

beliau adalah manusia paripurna, termasuk pembagian waktu terhadap istri-

istrinya. Dengan demikian, menakar suatu keadilan dalam keluarga yang 

poligamis sangatlah rumit serta membutuhkan pemikiran yang ekstra untuk 

mendapatkan titik temu dari persoalan tersebut. Sekalipun demikian, selalu 

ada jalan yang diberikan Tuhan untuk setiap perkara yang dihadapi 

hambanya, dan salah satu jalan yang paling ideal untuk menyelaraskan duduk 

perkara tersebut adalah jalan musyawarah dengan semua istri. Musyawarah 

yang dimaksud adalah mencari solusi dari persoalan yang ada serta demi 

kemaslahatan bersama. 

2) Adil Atas Tempat Tinggal 

        Bentuk keadilan lain yang perlu diperhatikan sekaligus menjadi 

kewajiban seorang suami (apalagi yang berpoligami) adalah pemenuhan 

tempat tinggal bagi masing-masing istri. Seorang suami selain dituntut dalam 

pembagian waktu, juga dituntut untuk memberikan rumah kepada setiap 

istrinya sebagai tempat berteduh dan berlindung, sebagaimana yang 

tercantum dalam Q.S. Al-Talaq ayat 6, 
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نۡ وقُّۡ دكُِمۡ وَلََّ تُضَآرقُّوۡىُنَّ لتُِضَيِّقُوۡا عَلَيۡهِنَّ   وَاِنۡ كُنَّ  اَسۡكِنُ وۡىُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنۡ تُمۡ مِّ

لَهُنَّ   ۚ فاَِنۡ ارَۡضَعۡنَ لَ كُمۡ فاَٰ تُ وۡىُنَّ اُُ وۡرَىُنَّ  ۚ  ٍ  فاَنَۡفِقُوا عَلَيۡهِنَّ حَتّّٰ يَضَعۡنَ حََۡ اوُلََّتِ حََۡ

نَكُمۡ بِعَۡرُوۡفٍ ۚ وَاِنۡ تَ عَاسَرۡتُُۡ فَسَتُ رۡضِعُ لَو اخُۡرٰى  وَاۡتََِرُوۡا بَ ي ۡ
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya.” 

 

       Dengan demikian, dapat dipahami akan kewajiban seorang suami untuk 

menyiapkan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Meskipun 

perempuan yang dimaksud dalam ayat diatas adalah perempuan yang hamil 

dan ditalak oleh suaminya, namun suami tetap harus bertanggungjawab 

menyediakan tempat tinggal walaupun di samping kamarnya sampai ia 

melahirkan dan memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu 

sang cabang bayi. 

       Keadilan dalam menyediakan tempat tinggal ada dua kemungkinan, 

yaitu menyediakan kediaman bagi masing-masing istri dengan tipe rumah 

yang sama atau sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pasti antara istri satu 

dengan istri yang lain tidak terlalu berbeda sehingga dapat menimbulkan 

kecemburuan dan ketidakpuasan antara satu dan yang lainnya bahkan 

kezaliman antara para istri. 

3) Adil Atas Pakaian dan Biaya Hidup 

       Bentuk keadilan yang ketiga yang harus diperhatikan serta ditunaikan 

oleh seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu adalah pemenuhan 
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pakaian serta biaya hidup sehari-hari. Keadilan dari segi pembagian dan 

pemenuhan pakaian serta biaya hidup merupakan kewajiban sang suami. 

Kewajiban tersebut juga termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233, 

 

وَالْوٰلِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََّدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ ارَاَدَ انَْ يقُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَو 

رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوْفِۗ لََّ تُكَلَّفُ نَ فْسلٌ اِلََّّ وُسْعَهَا ۚ لََّ تُضَاۤرَّ وَالِدَةلٌ ۢبِوَلَدِىَا وَلََّ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ  مَوْلُوْدلٌ لَّو بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثُْ  ذٰلِكَ ۚ فاَِنْ ارَاَدَا فِصَالًَّ عَنْ تَ راَضٍ مِّن ْ

فَلََ ُ نَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ ارََدْتُقُّْ انَْ تَسْتَ رْضِعُوْٓا اوَْلََّدكَُمْ فَلََ ُ نَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ 

َ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِي ْرلٌ  َ وَاعْلَمُوْٓا انََّ اللّّٰ  وَات َّقُوا اللّّٰ
تُمْ بِِلْمَعْرُوْفِۗ  اٰتَ ي ْ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang 

ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) 

karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila 

keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan 

antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 

ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan”. 

 

       Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami yang telah menjatuhkan 

talak satu atau dua kepada istrinya tetap memiliki kewajiban untuk 

memberikan nafkah dan pakaian bahkan tempat tinggal yang sesuai dengan 

kemampuannya. Dari ayat tersebut dapat digunakan sudut pandang sudut 

pandang aulawiyyah, istri yang telah ditalak (ba‟in atau raj‟i) oleh suaminya 

tetap harus dipenuhi kebutuhan mereka, apalagi istri yang masih sah (tidak 

ditalak sama sekali). Dengan demikian, memenuhi kebutuhan hidup istri 
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seperti pakaian dan kebutuhan sehari-hari adalah kewajiban seorang suami. 

Begitu juga dengan keluarga yang poligamis, suami harus memenuhi 

kebutuhan semua istri dan anak-anaknya dengan adil supaya tidak terjadi 

kezaliman. 

4) Adil Dalam Bepergian 

       Keadilan lain yang perlu diperhatikan dan ditunaikan oleh seseorang 

yang memiliki istri lebih dari satu adalah ketika sedang bepergian. Al-

Mawardi menukilkan dalam kitab al-Hawl al-Kabir sebagaimana yang 

dikutip oleh „Arij dalam penelitiannya, jika seorang suami ingin mengadakan 

perjalanan maka ada tiga cara yang dapat ditempuh sebagai bentuk keadilan 

terhadap istri-istrinya, yaitu pertama mengajak semua istrinya dalam 

perjalanan, jika perjalanan tersebut dianggap aman dan tidak akan 

menimbulkan kekacauan selama perjalanan. Yang kedua, tidak mengajak 

semuanya dalam perjalanan dengan catatan meninggalkan bekal yang cukup 

untuk semua istri-istrinya sampai suami kembali dari perjalanan tersebut. 

Yang ketiga, mengajak salah satu dari mereka dengan cara mengundi 

ataupun dengan cara yang telah disepakati diantara mereka. 

       Adapun tiga bentuk keadilan tersebut, terjadi perbedaan diantara para 

ulama tentang kewajiban berlaku adil terhadap para istri ketika suami hendak 

melakukan perjalanan. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib, termasuk 

proses undiannya. Akan tetapi sebagian lain berpendapat bahwa hal tersebut 

tidaklah wajib karena suami memiliki hak prerogatif untuk mengajak istrinya 

keluar ataupun tidak. Dengan demikian, berlaku adil hendak bepergian 

merupakan salah satu dari syarat keadilan yang harus ditunaikan bagi suami 
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terhadap para istrinya, sehingga cita-cita dari sebuah pernikahan dapat 

diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang poligamis sekalipun. 

5) Adil dalam Cinta dan Kasih Sayang 

       Cinta dan kasih sayang bukanlah materi, ia merupakan sesuatu yang 

abstrak tapi terasa, tidak bisa dibahasakan tetapi memiliki efek yang luar 

biasa. Manusia tidak sanggup mengontrol rasa antara satu orang dengan 

orang lain karena ia bersifat tabi‘iyyah. Keadilan dalam aspek cinta 

merupakan perkara yang tidak bisa dikuasai dan dikontrol oleh manusia 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa‟ ayat 129. Para mufasir 

sepakat bahwa keadilan yang dimaksud pada ayat tersebut bukanlah keadilan 

yang absolut, khususnya dari aspek cinta dan kasih sayang. 

       Dengan demikian, keadilan yang harus ditunaikan bagi seorang suami 

adalah dari materi seperti sandang, pangan, dan papan serta pembagian 

waktu. Adapun untuk aspek cinta dan kasih sayang merupakan sesuatu hal 

yang tidak mampu ditunaikan secara total karena kecenderungan hati, akan 

tetapi harus disertai usaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan 

lahir batin atau dengan cara tidak menampakkan kecenderungan yang ada 

dalam hati sehingga dalam praktik kesehariannya seakan-akan sama antara 

istri yang satu dengan yang lainnya, dan disertai selalu berdoa kepada Allah 

SWT. sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:
21

 

أنباانا حَاّد بن . ثنا يزيد ابن ىارون: قالَّ, ومحمد بن يحي, حدّثنا أبوبكر بن ويبة
كان : قالت, عن عااشة, عن عبدالله بن يزيد, عن أبي قلأبة, عن أيوب, سلمة

فلَ . اللهمّ ىذا فعلى فيما أملك: ثم يقوا, فيعدا, رسوا الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيْ نسااو
. تلمنٰ فيما تلك ولَّ أملك   

                                                           
21

 Abdullah Shonhaji, Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid II (Semarang: CV Asyifa’, 1992), 690. 
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“Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad 

bin Yahya, keduanya berkata: mewartakan kepada kami Yazid bin 

Harun: memberitahukan kepada kami Hamman bin salamah, dari ayyub, 

dari Abi Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah RA, dia berkata: 

bahwa Rasulullah SAW menggilir diantara istri-istrinya dan beliau telah 

bertindak adil, kemudian beliau berdoa: wahai Tuhan inilah bagianku 

yang aku mampu, maka janganlah membebaniku dengan apa yang 

engkau sementara aku tidak mampu” 

 

       Persyaratan-persyaratan tersebut harus dikedepankan agar tidak terjadi 

kezaliman bagi dirinya dan orang lain, serta lingkungan sekitar yang dapat 

mendatangkan malapetaka. Namun, jika persyaratan-persyaratan tersebut 

dapat dilaksanakan, maka kesejahteraan akan mudah dicapai.
22

 

 

C. Teori Umum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 

1. Pengertian Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 

       Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas 

monogami, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 yang berbunyi 

“seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh 

mempunyai seorang suami”, akan tetapi pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam 

keadaan tertentu poligami dibolehkan.
23

 Hal tersebut terbukti dengan rumusan pada 

Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada 

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan”. Kemudian dipertegas dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 

1974 huruf C yang mengatakan bahwa “Undang-Undang ini menganut asas 

monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan 

agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih 

dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang 

                                                           
22

 Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi poligami…, 92. 
23

 Bustami et al, Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri (Yogyakarta: 

Deepublis, 2020), 25. 
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istri tersebut diperbolehkan dengan berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh 

Pengadilan”.
24

 

       Berdasarkan pemaparan diatas, hal tersebut bermakna bahwa asas yang dianut 

oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bukanlah asas monogami mutlak, 

melainkan disebut dengan asas monogami terbuka atau monogami dengan alternatif 

lain. Karenanya poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau keadaan yang 

luar biasa (extra ordinary circumstance). Poligami tidak semata-mata kewenangan 

penuh yang dimiliki seorang suami, akan tetapi atas dasar pemberian izin dan campur 

tangan dari hakim Pengadilan.
25

 

       Mengenai prosedur atau tatacara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang 

tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum 

Islamnya telah mengatur prosedur atau tara cara untuk berpoligami, diantaranya:
26

 

Pasal 56 

a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama. 

b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 

tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975. 

c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa 

izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.
27

 

 

Pasal 57 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan 

beristri lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
28

 

 

Pasal 58 

a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk 

memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya 

                                                           
24

 Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 121. 
25

 Bustami et al, Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan…, 27. 
26

 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat…, 134. 
27

 Kompilasi Hukum Islam Bab IX Tentang Beristri Lebih Satu Orang, Pasal 56. 
28

 Ibid., Pasal 57. 
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persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 

b. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara 

tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, 

persetujuan tersebut dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang 

Pengadilan Agama. 

c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang 

suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya 

dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar 

dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab 

lain yang perlu mendapat penilaian hakim.
29

 

 

Pasal 59 

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk 

beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur 

dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang 

pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di 

persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami 

dapat mengajukan banding atau kasasi.
30

 

 

       Apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan atau tidak datang 

menjadi pihak dalam perjanjian karena sesuatu dan lain hal, maka menurut UU 

Perkawinan Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwasannya: 

Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi 

seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, 

dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar 

dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-

sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. 

 

       Dengan demikian, Pengadilan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk 

beristri lebih dari satu apabila pengadilan berpendapat bahwa alasan pemohon cukup 

untuk beristri lebih dari satu. Karena pada dasarnya, pengadilan dapat memberikan 

izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan termasuk peranan Hakim. Setelah mendapat perizinan dari 

pengadilan untuk berpoligami, maka perkawinan dilakukan melalui prosedur seperti 

biasa, yang pertama memberitahukan kehendak perkawinan baik lisan maupun 

                                                           
29

 Ibid., Pasal 58. 
30

 Ibid., Pasal 59. 
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tertulis kepada pegawai pencatat. Yang kedua Pegawai Pencatat memeriksa 

kelengkapan berkas, apabila ada kekurangan syarat-syaratnya atau halangan 

perkawinan diberitahukan kepada yang bersangkutan, kemudian dicatat dalam daftar 

dan mengumumkan di tempat yang sudah ditentukan serta mudah dibaca. Yang 

ketiga, pelaksanaan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat dilangsungkan setelah 

hari ke-10 sejak pengumuman, setelah itu Pegawai Pencatat membuatkan akte 

perkawinan rangkap 2 (dua).
31

 

       Akan tetapi, ketika istri tidak mau memberikan persetujuannya, dan Pengadilan 

Agama juga sudah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di 

persidangan, kemudian Pengadilan tidak memberikan izin poligami dengan 

memberikan keputusan hukum yang mempunyai hukum tetap, maka menurut Pasal 

44 P No. 9 Tahun 1975 bahwa Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan 

pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu sebelum 

adanya izin dari pengadilan. 

2. Syarat Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia 

       Dasar perkawinan menurut UU Perkawinan disebutkan dalam Bab I Pasal 1 

sampai dengan pasal 5. Oleh karena perkawinan bermaksud agar suami istri dapat 

membentuk keluarga bahagia maka perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan 

kedua calon mempelai, persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari 

siapapun juga. Dan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah 

tangga, maka pada prinsipnya suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
32

 

                                                           
31

 Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah…, 140. 
32

 Ibid., 123. 
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       Akan tetapi, jika suami akan melakukan poligami, maka harus memenuhi 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
33

 

a. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, artinya tidak ada 

larangan dalam hal ini. Karena tidak semua agama mengizinkan umatnya 

berpoligami, jadi mengharuskan agama calon suami memperbolehkan untuk 

berpoligami. 

b. Harus ada izin dari pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan dapat memberi izin 

kepadanya untuk beristri lebih dari satu, izin Pengadilan bagi umat Islam 

Pengadilan Agama. Pemberian izin tersebut merupakan salah satu persyaratan 

yang harus dipenuhi, karena apabila tiada izin Pengadilan, maka poligami tidak 

dapat dilakukan atau lebih jauh dari itu keabsahan poligami secara hukum tidak 

ada. 

c. Dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi 

izin. Dalam hal ini, kehendak itu harus dinyatakan oleh suami yang akan beristri 

lebih dari seorang dengan jalan mengajukan permohonan tertulis kepada 

Pengadilan (Agama) di daerah tempat tinggalnya. 

       Selain ketentuan tersebut, seorang suami yang akan menikahi lebih dari seorang 

istri  harus cukup alasan. Alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk 

dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 

Perkawinan: 

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri 

lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

                                                           
33

 Pasal 3 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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        Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri adalah apabila istri yang 

bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohani sedemikian rupa, sehingga ia 

tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun 

lainnya yang menurut dokter sukar untuk disembuhkan. Alasan ini memang bisa 

dibenarkan sebab akan menghalangi tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, perlu diperhatikan di dalam menilai 

istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga haruslah 

dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap istri, karena ada kemungkinan juga 

istri tidak melaksanakan kewajibannya akibat dari tindakan suaminya sendiri yang 

hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban dengan 

semestinya. 

       Kemudian yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang 

menyeluruh dan menurut keterangan dokter penyakit tersebut sukar untuk 

disembuhkan. Alasan tersebut semata-mata berdasarkan kemanusiaan, karena bagi 

suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup 

bersama seorang istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi, jika suami 

menceraikan istri yang demikian dimana keadaan istri tersebut benar-benar 

membutuhkan pertolongan dari suaminya, maka perbuatan suami tersebut yang 

bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, melaksanakan poligami dalam 

hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan daripada mengejar monogami 

dengan tindakan menceraikan istri yang sedang dalam penderitaan dan 

membutuhkan pertolongan dari seorang suami. 
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       Kemudian yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, apabila 

istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan 

keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak 

menghasilkan keturunan. Alasan tersebut merupakan alasan yang wajar, karena 

mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan sendiri, dan bagi 

manusia normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, 

penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus mendapatkan 

keterangan yang jelas dari dokter atau seorang ahli. Karena suami juga bisa saja 

mengalami kemandulan, artinya kedua belah pihak baik suami maupun istri sama-

sama mandul. 

       Selain alasan-alasan diatas, untuk berpoligami harus memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan baik oleh hukum agama maupun hukum perundang-undangan 

yang berlaku. Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristri 

lebih dari seorang adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana 

ketentuan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Syarat utama beristri 

lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-

anaknya.” 

       Disamping syarat utama yang harus dipenuhi sebagaimana yang sudah 

disebutkan dalam Pasal 55 ayat 2 KHI. Dalam melakukan poligami seorang suami 

harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 

UU Perkawinan sebagai berikut: 

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka. 
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       Dalam Pasal tersebut, yang dimaksud adanya persetujuan dari istri atau istri-istri 

adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun tertulis. Apabila pernyataan itu 

secara lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Kesulitan 

memperoleh izin dari istri-istri adalah bahwa nomaliter tiada seorang istripun yang 

suka dimadu, sehingga bilamana ada yang mau memberikan izinnya tiada lain 

karena dalam keadaan terpaksa dengan pertimbangan-pertimbangan:
34

 

a. Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri 

b. Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan lagi untuk kawin lagi 

dengan orang lain 

c. Tidak ingin pecahnya hubungan keluarga, demi kepentingan anak-anaknya. 

       Kemudian yang dimaksud dengan adanya kepastian jaminan terhadap 

pemenuhan keperluan istri-istri dan anak-anaknya adalah apabila suami dapat 

menunjukkan surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak penghasilan, atau 

surat keterangan lain yang mendukung. Secara praktis, mampu menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anaknya adalah sangat relatif sifatnya, oleh karena itu sulit 

untuk mencari tolak ukur kemampuan tersebut. Akan tetapi berdasarkan adanya 

perkembangan pandangan hidup masyarakat dewasa ini, bahwa orang harus selalu 

hidup bercukupan dan diperlukan adil dalam hidup bermasyarakat. 

       Selanjutkan yang dimaksud dengan adanya jaminan suami akan berlaku adil 

adalah apabila ada pernyataan atau janji suami tentang hal tersebut yang dibuat 

dalam bentuk yang ditetapkan. Untuk itu, Mengenai suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anaknya adalah sangat subyektif sifatnya, sehingga akan 

bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri. 

                                                           
34

 Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia  (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2002), 50. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KASONGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN 

POLIGAMI NOMOR 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn 

 

A. Profil Pengadilan Agama Kasongan 

1. Sejarah Pengadilan Agama Kasongan 

a. Latar Belakang 

       Pengadilan Agama Kasongan merupakan salah satu dari 85 Pengadilan baru 

di Indonesia. Dari jumlah itu 30 (tiga puluh) adalah Pengadilan Negeri, 50 (lima 

puluh) Pengadilan Agama, dan 3 (tiga) Mahkamah Syari‟ah serta 2 (dua) 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Kalimantan Tengah, terdapat 7 (tujuh) pengadilan agama baru, yaitu Pengadilan 

Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala 

Pembuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiyang Layang, 

Pengadilan Agama Pulang Pisau, dan Pengadilan Agama Kuala Kurun. 

Berdasarkan data tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah 

merupakan wilayah provinsi dengan jumlah Pengadilan Agama baru terbanyak 

yaitu 7 (tujuh) Pengadilan, disusul Sumatera Selatan dan Lampung, yang masing-

masing mendapat 5 (lima) Pengadilan Agama baru. Dengan jumlah itu, 

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pun memegang rekor pemilik 

Pengadilan Agama baru terbanyak bahkan lebih banyak dari jumlah pengadilan 

asal yang sudah ada hanya berjumlah 6 (enam) pengadilan agama.
1
 

       Banyaknya jumlah pengadilan agama baru di wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Kalimantan Tengah, memiliki konsekuensi besarnya kebutuhan akan 

Sumber Daya Manusia. Selain itu, dilihat dari segi hubungan Pengadilan Agama 

                                                           
1 https://pa-kasongan.go.id/profil/sejarah.html diakses pada pukul 16:45 tanggal 15/03/2021. 
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Induk dan Pengadilan Agama Pemekaran, maka sudah dapat dipastikan adanya 

satu Pengadilan Agama Induk mengurusi lebih dari satu pengadilan agama baru. 

Konsekuensi lain dari keadaan ini adalah bahwasannya Pengadilan Tinggi Agama 

Kalimantan Tengah menjadi pengadilan tinggi agama yang paling banyak 

membangun kerja sama dengan pemerintahan daerah. 

b. Dasar Hukum 

       Pengadilan Agama Kasongan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia (Keppres) Nomor 13 Tahun 2016, Nomor 15 Tahun 2016, 

dan Nomor 16 Tahun 2016. Dari 3 (tiga) aturan hukum tersebut, maka total 

jumlah Pengadilan Agama baru adalah sebanyak 50 (limapuluh) Pengadilan 

Agama, dan 3 (tiga) Mahkamah Syar‟iyyah. 

        Salah satu semangat terbitnya Keppres mengenai pembentukan pengadilan 

baru tersebut dapat dibaca dari konsideran yang mengatakan bahwa peraturan 

tersebut diterbitkan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan 

dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya 

penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini berarti, 

pembentukan pengadilan baru tidak lain dan tidak bukan adalah demi 

mewujudkan pelayanan hukum yang merata sekaligus menjaga prinsip 

penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

       Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Keppres Nomor 13 Tahun 2016, 

Pengadilan Agama Kasongan berkedudukan di Kasongan. Kasongan adalah 

ibukota kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selama ini wilayah 

Katingan merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Sampit, termasuk Kabupaten 

Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Sejak dibentuknya Pengadilan 

Agama Kasongan dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka wilayah 
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Kabupaten Katingan menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Kasongan, dan 

wilayah Kabupaten Seruyan menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Kuala 

Pembuang. Dengan demikian Pengadilan Agama Sampit hanya mewilayahi 

yuridiksi Kabupaten Kotawaringin Timur. 

       Hal tersebut ditandaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat 

(4) Keppres Nomor 13 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Daerah hukum 

Pengadilan Agama Kasongan meliputi wilayah Kabupaten Katingan, Provinsi 

Kalimantan Tengah. Sehingga dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kasongan 

maka wilayah kabupaten Katingan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan 

Agama Sampit. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018, Ketua Mahkamah 

Agung telah meresmikan 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh 

Indonesia, dimana salah satu dari pengadilan baru tersebut adalah Pengadilan 

Agama Kasongan. Acara peresmian dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Talaud, 

Provinsi Sulawesi Utara. Dan secara regional, berdasarkan intruksi dari ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Pengadilan Agama Kasongan pun 

telah pula melakukan ceremonial peresmian operasional kantor Pengadilan 

Agama Kasongan yang dilakukan oleh Bupati Katingan dan Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018. 

c. Gedung Kantor Sementara 

       Pengadilan Agama Kasongan menempati bekas kantor Bupati Katingan yang 

berlokasi di Jl. Katunen, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, 

Kabupaten Katingan. Gedung ini hasil permohonan Pengadilan Agama Sampit 

sebagai Pengadilan Induk. Dengan segala keterbatasan, Pengadilan Agama 

Kasongan tetap memperjuangkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 
 

 

tupoksi sementara waktu dihandle oleh satu orang ASN, agar pelayanan di segala 

segi dapat diakomodasi. 

2. Visi Misi Pengadilan Agama Kasongan 

a. Visi 

Terwujudnya Pengadilan Agama Kasongan yang Agung. 

b. Misi 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kasongan 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kasongan 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kasongan. 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kasongan 

a. Ketua    : Norhadi, S.H.I,M.H 

b. Wakil Ketua   : H. Rofik Samsul Hidayat,S.H. 

c. Hakim    : Azim Izzul Islami, S.H.I,M.H 

  Fariz Prasetyo Aji, S.H. 

d. Sekretaris    : Rahmayani, S.H.I 

e. Panitera    : H. Muhamad Aini, S.Ag. 

f. Panitera Muda Gugatan  : Ahmad Luthfi, S.H.I 

g. Panitera Muda Permohonan : Maryam, S.H. 

h. Panitera Muda Hukum  : Bayu Irawan, S.H.I 

i. Jurusita    : Whisnu Sidik Prasetyo, S.H. 

  Suyadi, A.Md. 

j. Kasubbag KEPEG  : Rio Akhmad, CH. S.E. 

k. Kasubbag Umum KEU  : Budi Ansori, S.E. 

l. CPNS    : Vegy Luthfian, F.T., S.Kom. 
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  Adelia Afriliani, S.H. 

  Mustafa Kamal, A.Md.A.B 

m. PPNPN/ Honorer   : Agus Sugianto 

  Mihtahu Rahmah, S.E. 

  Ricka 

  Hary Nopanto 

  Radianor 

  Angga Reza M. S.H. 

 

B. Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn 

1. Identitas Para Pihak 

       Perkara permohonan izin poligami ini diajukan oleh Sayudin bin Ubin Igut yang 

berumur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, 

selanjutnya disebut “Pemohon” mengajukan surat permohonannya di kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di register 

perkara dengan nomor : 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. 

       Mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Kasongan 

yang ditujukan kepada istrinya bernama Rina Melati binti Tursina, yang berumur 36 

tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di 

Samba Katung, RT 001 RW 001 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, 

yang selanjutnya sebagai “Termohon”. 

2. Duduk Perkara Pengadilan Agama Kasongan Tentang Izin Poligami Nomor 14/ 

Pdt.G/ 2020/ PA.ksn 

       Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Kasongan 

terdaftar dengan nomor perkara 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. Dalam Perkara ini yang 
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memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Kasongan adalah Majelis Hakim 

yang tediri dari : M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H. sebagai hakim ketua majelis, 

Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H. dan Erfani, S.H.I, M.E.Sy. dan dibantu oleh Bayu 

Irawan, S.H.I. sebagai panitera pengganti. 

       Adapun duduk perkara pada kasus ini adalah sebagai berikut: bahwa Sayudin 

(pemohon) dan Rina Melati (termohon) merupakan suami istri yang sah menikah 

pada hari selasa tanggal 21 Maret 2000 dengan dibuktikan dengan buku Kutipan 

Akta Nikah Nomor 135/12/III/2000. Dan dari pernikahan tersebut, pemohon dan 

termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Halimatus Sa‟diah, Muhammad 

Gempar, Maria Sharapova. 

       Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama 

Windarty Astuty Eka Widianti binti Haris Slamet Efendi, umur 26 Tahun, agama 

Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dan tempat kediaman di Desa 

Samba Bakumpai, RT 004/RW 000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten 

Katingan. Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan karena selama ini 

kehidupan pemohon dan termohon sudah harmonis dan tidak pernah bercerai, disaat 

yang sama pemohon memiliki kedekatan dengan calon istri pemohon dan istri 

pemohon menyetujui agar pemohon dapat menjalin hubungan secara sah dan 

dilindungi hukum. 

       Status calon istri kedua pemohon tersebut adalah janda cerai sejak 3 September 

2019, dan telah melewati masa „iddah, dan tidak ada halangan untuk dinikahi oleh 

pemohon sebagai istri keduanya dan menyatakan tidak keberatan dimadu, 

sebagaimana wali nikah calon istrinya tersebut juga telah mengetahui dan menyetujui 

serta bersedia menikahkan mereka. Begitu juga dengan termohon, terhadap kehendak 

pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya, termohon menyatakan setuju dan 
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bersedia dimadu, serta tidak mengajukan suatu tuntutan apapun kecuali menegaskan 

mengenai hasil atau kesepakatan mediasi. 

       Pemohon juga telah menyatakan sanggup untuk berusaha berlaku adil sebagai 

suami bagi termohon sebagai istri pertama dan bagi calon istri kedua pemohon, 

beserta anak-anak mereka. Pemohon juga bekerja sebagai wiraswasta di bidang 

pertukangan dan usaha sarang walet dengan penghasilan rata-rata Rp. 10 Juta 

perbulan. Pemohon dan termohon sama-sama menyetujui hak masing-masing 

pemohon dan termohon adalah setengah dari seluruh harta bersama yang telah ada 

tersebut termasuk perkembangannya di kemudian hari. 

3. Petitum  

       Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Kasongan untuk berkenan memberikan keputusan sebagai 

berikut: 

a. Mengabulkan permohonan pemohon 

b. Menyatakan harta benda berupa: 

6) Satu buah gedung walet berukuran 6 x 12 terletak di Desa Tumbang Manggu 

7) Satu buah rumah dengan ukuran 5 x 7 terletak di Desa Samba Katung 

8) Tiga unit motor matic, yaitu Yamaha Nmax, Honda Scoopy, dan Mio Z. 

Adalah harta bersama pemohon dan termohon. 

c. Memberi izin kepada pemohon (Sayudin bin Ubin Igut) untuk menikah lagi 

(poligami) dengan seorang perempuan bernama Wirdanty Astuty Eka Widianti 

binti Hairis Slamet Efendi alias M. Hairi Efendi. 

d. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4. Amar Putusan 
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       Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan 

izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama 

Widarty Astuty Eka Widianti binti Slamet Efendi.  

       Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan harta benda yang termuat dalam 

Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Perkara ini tanggal 27 Februari 2020 

merupakan harta bersama pemohon dan termohon yang masing-masing pihak 

memiliki hak setengah dari total nilai harta bersama tersebut. serta biaya perkara juga 

dibebankan kepada pemohon dengan jumlah sebesar Rp. 5.726.000,- 

 

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kasongan Dalam Memutuskan Perkara 

Permohonan Izin Poligami dalam Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn 

 

       Majelis Hakim berpendapat, permohonan pemohon agar diizinkan menikah lagi 

dengan seorang perempuan bernama Wirdanty Astuty Eka Widianti binti Haris Slamet 

Efendi alias M Hairi Efendi, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, terbukti 

bahwa termohon sebagai istri pertama pemohon telah menyatakan secara tertulis 

persetujuannya bagi pemohon menikah lagi dengan calon istri pemohon yang bernama 

Windarty Astuty Eka Widianti, sebagaimana pernyataan itu pun disampaikan secara 

langsung di muka sidang. Pemohon saat ini berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar 

Rp. 10 Juta, dari usahanya sebagai tukang dan usaha walet, penghasilan tersebut 

dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dengan dua istrinya 

beserta kebutuhan anak-anak mereka. Pemohon pun telah menyatakan secara tertulis 

komitmen dan kesanggupan untuk berlaku adil, sebagaimana pernyataan itu pun 
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dinyatakan secara lisan dan langsung di muka sidang disaksikan oleh termohon dan calon 

istri pemohon. 

       Majelis Hakim juga telah mengidentifikasi esensi ketentuan Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: 

a. Secara esensial, poligami pada prinsipnya adalah akad perkawinan, sehingga tolak 

ukur keabsahannya adalah mengacu pada syarat rukun perkawinan sebagaimana 

telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan 

di dalam ketentuan syarat rukun perkawinan tersebut tidak terdapat spesifikasi 

alasan tertentu yang dapat disamakan atau sekurang-kurangnya sejalan dengan 

alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan. 

b. Secara historis, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut dan 

beberapa Pasal lain tentang poligami merupakan beberapa ketentuan yang dulu 

dalam rancangan undang-undangnya memang sangat krusial dan menimbulkan 

polemik yang berkepanjangan. Munculnya ketentuan pengetatan poligami dalam 

undang-undang perkawinan lebih merupakan jalan tengah dan hasil diplomasi politis 

di DPR, dari kemelut dan tarik ulur ideologi antara pergerakan kaum perempuan di 

Indonesia yang menentang poligami, dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai 

representasi umat Islam di DPR yang mendukung adanya pasal poligami. Dengan 

demikian, alasan-alasan yang harus ada untuk diberikan izin poligami sebagaimana 

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak merupakan 

prinsip hukum Islam yang bersifat dina>yatan (representasi ajaran agama), tidak pula 

bersifat menentukan, karena lebih merupakan ketentuan yang bersifat siya>satan 

(politis-diplomatis). 
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c. Secara psikis-psikologis, penerapan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 

tidak sejalan dengan prinsip menjunjung tinggi martabat manusia terutama kaum 

perempuan. Sebab, bila dicermati secara seksama, alasan-alasan yang dimuat dalam 

pasal tersebut seluruhnya menjadikan istri sebagai objek masalah, sehingga jika 

diterapkan akan memberikan kesan diskriminatif terhadap keberadaan perempuan 

sebagai istri. Lebih lanjut, penerapan ketentuan tersebut mengandung persepsi 

“mengkambinghitamkan perempuan yang gagal berperan secara kodrati sebagai 

istri”, lalu diusung sebagai alasan yang membenarkan suaminya meninggalkannya 

untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang sehat secara kodrati. Pemberian 

izin poligami atas dasar alasan-alasan sedemikian itu, justru telah merupakan awal 

dari ketidakadilan yang dilegalisasi. Tidak selayaknya keadaan sakit yang diderita 

atau kemandulan yang dialami seorang istri, dijadikan dalih bagi suaminya menikah 

lagi sementara istrinya terkatung-katung. 

       Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada beberapa identifikasi diatas, 

penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya dapat 

dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang bersifat terbuka dan yang dapat 

disepadankan dengan istilah aanvullend recht. Sehingga untuk dapat memberikan izin 

poligami, pengadilan tidak terpaku kepada keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan jika memang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang 

berkepentingan. Adapun yang menjadi prinsip dalam proses hukum dalam kaitan 

poligami yang bersifat memaksa dan harus dipenuhi (dwigend recht) oleh setiap orang 

yang berkepentingan adalah bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib 

terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dengan cara mengajukan permohonan 

(vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
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       Meskipun demikian, Majelis Hakim perlu merumuskan suatu pola yang ideal dalam 

kaitan menjaga pranata poligami agar tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur yang 

diajarkan dalam norma agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa pranata poligami yang 

dilestarikan dalam syari‟at Islam itu merupakan bentuk pernikahan yang di dalamnya 

terdapat maksud-maksud mulia dalam kaitannya berjuang untuk beribadah kepada Allah 

SWT. melalui rumah tangga dan keluarga. Kaum laki-laki yang dianugerahkan Allah 

SWT. kematangan mental dan kemampuan fisik  dan finansial, sejatinya mengemban 

peranan untuk dapat berbuat lebih dalam rangka menjalankan fungsi qiwamahnya dalam 

kehidupan. Semakin besar beban tanggung jawab dan perjuangannya, maka semakin 

besar pula ganjaran kebaikan yang dijanjikan Allah SWT. untuknya, sebagaimana ia 

harus pula menanggung resiko yang besar kaitannya dengan peluang berbuat dosa atau 

berbuat ketidakadilan. Sehingga pada dasarnya, poligami yang dikenalkan syari‟at Islam 

itu merupakan gambaran daripada keberhasilan sebuah keluarga yang sehat dan 

harmonis, bukan sebaliknya yang digunakan sebagai pelarian untuk mengatasi rumah 

tangga yang tidak sehat atau bermasalah dengan mengharuskan adanya alasan-alasan 

tertentu untuk berpoligami. Atas dasar ini, maka pola pemberian izin poligami lebih 

relevan menerapkan syarat keharmonisan dalam perkawinan yang sedang berlangsung 

dan tidak adanya konflik saat diketahui ada maksud suami untuk melakukan perkawinan 

baru. 

       Atas dasar pola tersebut, Majelis Hakim telah mengidentifikasi adanya 

keharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta calon istri pemohon, 

sebab semuanya dapat hadir di muka sidang secara bersamaan dan memberikan 

keterangan yang saling mendukung terjadinya perkawinan pemohon dengan calon 

istrinya tersebut. Tidak pula terdapat tekanan, paksaan, maupun ancaman yang 

melatarbelakangi persetujuan termohon, sebagaimana keluarga semua pihak telah sama-
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sama mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan harapan tercipta 

keharmonisan keluarga yang lebih luas, serta menghindarkan peluang kemaksiatan yang 

mungkin terjadi jika saja kedekatan hubungan pemohon dan calon istrinya tersebut tidak 

sesegera mungkin diberikan legalitas secara agama maupun secara hukum. 

       Adapun terhadap harta benda pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan 

mengenai pola penetapan haknya sebagaimana dalam laporan hasil mediasi perkara a 

quo tanggal 19 Februari 2020, kesepakatan mana tidak bertentangan dengan Undang-

Undang dan prinsip hukum Islam, maka isi kesepakatan tersebut patut dikabulkan 

dengan menetapkan harta benda tersebut diatas sebagai harta bersama pemohon dan 

termohon dengan ketentuan masing-masing berhak atas setengah bagian dari total 

seluruh harta bersama tersebut. 

       Semangat perlindungan dan penjaminan bagi hak-hak termohon sebagai istri 

pertama pemohon tersebut telah sejalan dengan semangat yang menjiwai Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sesuai juga dengan norma hukum 

yang terkandung dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bahwa perkara harta bersama diselesaikan menurut hukumnya masing-

masing, yang didalam ketentuan hukum Islam menganut prinsip keseimbangan dalam hal 

perolehan hak dari usaha yang dilakukan, sebagaimana dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa 

ayat 32: 

 

تُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَ نٰتُ الََّْخِ وَبَ نٰتُ الَُّْخْتِ وَامَُّهٰتُكُمُ  تُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰ حُرّمَِتْ عَلَيْكُمْ امَُّهٰتُكُمْ وَبَ ن ٰ

كُمُ الّٰتِْ  نْ نِّسَاۤىِٕ بُكُمُ الّٰتِْ فِْ حُجُوْركُِمْ مِّ ىِٕ
كُمْ وَرَبَِۤ نَ الرَّضَاعَةِ وَامَُّهٰتُ نِسَاۤىِٕ الّٰتِْٓ ارَْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّ
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كُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلََبِكُمْْۙ وَانَْ  ُ  ابَْ نَاۤىِٕ ىِٕ  فاَِنْ لََّّْ تَكُوْنُ وْا دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فَلََ ُ نَاحَ عَلَيْكُمْ ْۖ وَحَلََۤ
ْۖ
دَخَلْتُمْ بِِِنَّ

َ كَانَ غَفُوْراً رَّحِيْمًا  تََْمَعُوْا بَ يَْْ الَُّْخْتَ يِْْ اِلََّّ مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّّٰ
“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, 

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, 

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu 

sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) 

yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 

belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa 

kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 

(menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyayang.” 

  
       Ayat diatas terdapat norma pokok yang menggariskan konsep keseimbangan atas 

perolehan hak antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Laki-laki berhak atas 

bagian dari hasil usahanya dan perempuan pun berhak atas bagian dari hasil usahanya 

juga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan termohon sebagaimana tersebut 

diatas patut dikabulkan dengan diktum lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini.  

Dan juga karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM 

ATAS PASAL 4 TENTANG SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

 

A. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama 

Kasongan Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami No. 14/ Pdt.G/ 2020/ 

PA.Ksn 

 

       Penjelasan umum tentang poligami terdapat dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwasannya pada dasarnya 

Undang-Undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang 

bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya maka 

seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Akan tetapi, dengan demikian 

perkawinan poligami meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya 

dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 

Pengadilan.
1
 

       Syarat utama atau syarat pokok yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan 

berpoligami adalah berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2
 Selain itu, 

terdapat beberapa syarat lain yang dibedakan menjadi syarat kumulatif dan syarat 

alternatif. Sebelum mengajukan permohonan poligami ke pengadilan agama, suami harus 

memenuhi semua syarat-syarat kumulatif dari poligami itu sendiri, diantaranya: adanya 

persetujuan dari istri atau isteri isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa 

suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3
 Kemudian, 

                                                           
1
  Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 50. 

2
 Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 

3
 Pasal 5 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri 

lebih dari seorang apabila seorang suami telah memenuhi salah satu syarat yang bersifat 

alternatif dan dibenarkan oleh Undang-Undang diantaranya: isteri tidak dapat memenuhi 

kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, dan istri tidak dapat memberikan keturunan.
4
 Arti dari syarat yang bersifat 

alternatif tersebut adalah apabila salah satu dari persyaratan tersebut dapat dibuktikan 

oleh suami, maka pengadilan agama dapat memberikan izin poligami kepada suami.
5
 

       Perkara No. 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn, terdapat permohonan pemohon untuk mendapat 

izin poligami dengan alasan yaitu karena kehidupan rumah tangga antara pemohon dan 

termohon selama ini berjalan dengan harmonis dan tidak pernah bercerai, di saat yang 

sama pemohon memiliki kedekatan dengan calon istri pemohon. Kemudian termohon 

khawatir jika kedekatan pemohon dengan calon istrinya tersebut menjadi omongan orang 

sekitar, terlebih khawatir terjadinya perilaku yang melangar norma agama, sehingga 

termohon menyetujui keinginan pemohon untuk menikahinya. Hubungan antara 

pemohon, termohon, dengan calon istri pemohon sudah saling kenal dan tidak 

menimbulkan konflik antara mereka. 

       Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut 

bahwa untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, pihak suami atau 

pemohon harus memenuhi beberapa syarat, syarat yang pertama adalah mendapatkan 

persetujuan dari istri/ istri-istri, dan terbukti bahwa termohon sebagai istri pertama 

pemohon telah menyatakan secara tertulis persetujuannya bagi pemohon untuk menikah 

lagi dengan calon istri pemohon, sebagaimana pernyataan itupun disampaikan secara 

langsung di muka sidang. Kemudian syarat yang kedua yaitu suami mampu untuk 

menanggung kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dalam hal ini pemohon 

                                                           
4
 Pasal 4 ayat (2) UU no 1 Tahun 1974. 

5
 Ibrahim Ahmad Harun, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah 

Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), 145. 
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berpenghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp. 10 Juta dari usahanya sebagai tukang dan 

usaha walet, pengasilan tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pemohon dengan dua istrinya dan anak-anaknya. Dan syarat yang ketiga yaitu suami 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dalam hal ini pemohon telah 

menyatakan secara tertulis komitmen dan kesanggupan untuk berlaku adil sebagaimana 

pernyataan tersebut dinyatakan juga secara lisan dan langsung di muka sidang disaksikan 

oleh termohon dan calon istri pemohon. Majelis Hakim berpendapat, permohonan 

pemohon agar diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri pemohon telah memenuhi 

persyaratan kumulatif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, yaitu adanya persetujuan dari istri atau isteri isteri, adanya 

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan 

anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri 

dan anak-anak mereka. 

       Pengadilan agama hanya memberikan izin poligami kepada suami apabila telah 

memenuhi salah satu dari syarat alternatif poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, dan istri tidak bisa melahirkan keturunan. Dalam permohonan tersebut, 

pemohon atau suami tidak bisa membuktikannya di persidangan, karena termohon dapat 

melakukan kewajibannya sebagai istri pemohon dengan baik, pemohon juga dalam 

keadaan sehat lahir batin, dan selama menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 

orang anak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa permohonan pemohon belum 

memenuhi persyaratan alternatif sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

       Pada dasarnya menurut ketentuan undang-undang yang mengatur tentang poligami, 

Hakim tidak bisa memberikan izin poligami kepada pemohon karena belum memenuhi 
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persyaratan alternatif untuk berpoligami. Akan tetapi, Hakim memiliki pertimbangan lain 

dalam memberikan izin poligami kepada pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) 

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim yang menegaskan bahwa “Hakim dan 

Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pertimbangan tersebut yaitu Majelis Hakim 

berpendapat, bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang 

Perkawinan hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang bersifat 

terbuka yang dapat disepadankan dengan dengan istilah aanvullend recht. Sehingga 

untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada keterpenuhan 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan jika memang tidak dapat 

dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adapun yang menjadi prinsip dalam proses 

hukum dalam kaitan poligami yang bersifat memaksa dan harus dipenuhi (dwingend 

recht) oleh setiap orang yang berkepentingan adalah bahwa suami yang akan beristri 

lebih dari seorang wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dengan cara 

mengajukan permohonan
6
. 

       Majelis Hakim mengidentifikasi esensi ketetentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 

1974, sebagai berikut: 

1. Secara esensial, poligami pada prinsipnya adalah akad perkawinan, sehingga tolak 

ukur sehingga keabsahannya adalah mengacu pada syarat rukun perkawinan 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam. Dan di dalam ketentuan syarat rukun perkawinan tersebut tidak terdapat 

spesifikasi alasan tertentu yang dapat disamakan atau sekurang-kurangnya sejalan 

dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan. 

                                                           
6
 Pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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2. Secara historis, munculnya ketentuan pengetatan poligami yaitu pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan dan beberapa pasal yang lain tentang poligami, 

merupakan jalan tengah dan hasil diplomasi DPR dari kemelut serta tarik ulur 

ideologi antara pergerakan yang pro dan kontra terhadap poligami. Dengan demikian, 

alasan-alasan yang harus ada untuk diberikan izin poligami sebagaimana dalam pasal 

4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut bukan merupakan prinsip hukum 

Islam yang bersifat dina>yatan (representasi ajaran agama), karena lebih merupakan 

ketentuan yang bersifat siya>satan (politis-doplomatis). 

3. Secara psikis-sosiologis, penerapan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 

mengandung persepsi “mengambinghitamkan perempuan yang gagal berperan 

secara kodrati sebagai istri”, lalu diusung sebagai alasan yang membenarkan 

suaminya meninggalkannya untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang sehat 

secara kodrati. Tidak selayaknya keadaan sakit yang diderita atau kemandulan yang 

dialami seorang istri, dijadikan dalih bagi suaminya untuk menikah lagi sementara 

istrinya terkatung-katung. 

       Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan-pertimbangan lain dalam mengabulkan 

permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon, diantaranya: 

1. Keterpenuhan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan 

2. Tidak adanya halangan hukum perkawinan antara permohon dengan calon istrinya 

3. Keadaan perkawinan pemohon dengan termohon yang harmonis 

4. Tidak adanya konflik antara pemohon, termohon, dan calon istri pemohon, kaitannya 

dengan maksud pemohon menikah lagi. 

       Majelis Hakim menjelaskan tentang poligami yang dikenal dalam syari‟at Islam, 

bahwa poligami merupakan gambaran dari keberhasilan sebuah keluarga yang sehat atau 
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harmonis, bukan sebaliknya digunakan sebagai pelarian untuk mengatasi rumah tangga 

yang tidak sehat atau bermasalah dengan mengharuskan adanya alasan-alasan tertentu 

untuk berpoligami. Atas dasar ini, maka pola pemberian izin poligami lebih relevan 

menerapkan syarat keharmonisan dalam perkawinan yang sedang berlangsung dan tidak 

adanya konflik saat diketahui ada maksud suami melakukan perkawinan baru. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Petimbangan Hukum Hakim atas Pasal 4 Tentang 

Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dalam Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn 

 

       Dalam konteks al-Qur‟an dan Hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, 

suami yang ingin poligami atau menikah lebih dari seorang istri tidak didasarkan atas 

alasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dimana poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau 

tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam syari‟at Islam, poligami 

dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. 

Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya 

mandul, cacat badan yang sukar disembuhkan, ataupun menunggu istrinya tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Persyaratan adil tersebut tercantum 

dalam al-Qur‟an surah an-Nisa‟ ayat 3: 

 

نٰٰ وَثُ لٰثَ وَربُٰعَ   ۚ فاَِنۡ خِفۡتُمۡ  نَ النِّسَآءِ مَث ۡ وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلََّّ تُ قۡسِطوُۡا فِِ الۡيَ تٰمٰى فاَنْكِحُوۡا مَا طاَبَ لَ كُمۡ مِّ

 اَلََّّ تَ عۡدِلُوۡا فَ وَاحِدَةً اوَۡ مَا مَلَ كَتۡ ايَۡۡاَنُكُمۡ  ذٰ لِكَ ادَۡنٰٰٓ اَلََّّ تَ عُوۡلُوۡا
“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) 

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja. Atau hamba sahaya 
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perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 

berbuat zalim.” 

 

       Menurut Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh „Iffah Qanita Nailiya menjelaskan 

bahwa dalam Q.S. Al-Nisa‟ ayat 3, Allah SWT. memerintahkan untuk menikahi 

perempuan bukan yatim hingga maksimal empat orang dengan syarat berbuat adil, 

apabila tidak bisa berbuat adil maka cukup menikahi seorang perempuan saja.
7
 Begitu 

juga menurut Al-Maraghi, sebagaimana dikutip oleh „Iffah Qanita Nailiya juga 

menjelaskan bahwa salah satu alasan yang membolehkan suami untuk berpoligami 

adalah apabila suami memiliki kemampuan materi yang lebih dari cukup untuk 

membiayai para istri dan anak-anaknya, sehingga tidak dikhawatirkan terlantar 

dikemudian hari.
8
 

       Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat utama seorang pria melakukan 

poligami adalah ia harus dapat berlaku adil. Dalam garis besarnya, adil itu meliputi dua 

hal, yaitu yang pertama adil dalam menggauli seperti tiga hari di tempat istri pertama, 

tiga hari di tempat istri kedua. Kemudian yang kedua adil dalam hal memberikan 

kebutuhan hidup seperti adil dalam membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat 

kediaman, dan lain-lain. Dengan demikian, keadilan yang dimaksudkan adalah hal-hal 

yang mungkin dilakukan dan dikontrol oleh manusia. 

       Dari persyaratan diatas, kasus yang penulis bahas tersebut telah memenuhi syarat 

poligami sesuai dengan syari‟at Islam, yaitu kesanggupan pemohon untuk berlaku adil 

sebagai suami bagi termohon dan calon istri pemohon, dalam hal ini dibuktikan dengan 

pernyataan pemohon secara tertulis dan secara langsung di muka sidang mengenai 

komitmen pemohon untuk berlaku adil terhadap termohon, calon istri pemohon, dan 

anak-anak. Pemohon juga dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup 

                                                           
7
 ‘Iffah Qonita Nailiya, Poligami Berkah atau Musibah (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2016), 27. 

8
 Ibid., 25 
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termohon, calon istri pemohon, dan anak-anak pemohon karena saat ini berpenghasilan 

rata-rata Rp. 10 juta dari usahanya sebagai tukang dan usaha walet, hal ini dibuktikan 

dengan kesaksian dari Saiko dan Mattamjis bahwa penghasilan pemohon kurang lebih 

Rp. 10 Juta perbulannya dan memiliki bangunan sarang walet, dan kesaksian dari 

Rimansyah bahwa pemohon membeli gedung sarang walet kepadanya seharga Rp. 17 

Juta. 

        Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan telah merumuskan suatu pola yang 

ideal dalam kaitannya menjaga pranata poligami agar tetap sejalan dengan nilai-nilai 

luhur yang diajarkan dalam norma agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa pranata 

poligami yang dilestarikan dalam syari‟at Islam itu merupakan bentuk pernikahan yang 

didalamnya terdapat maksud-maksud mulia dalam kaitannya berjuang untuk beribadah 

kepada Allah SWT. melalui mahligai rumah tangga dan keluarga. Kaum laki-laki yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. kematangan mental, fisik, serta finansial, sejatinya 

mengemban peranan untuk dapat berbuat lebih dalam rangka menjalankan fungsi 

qiwamahnya dalam kehidupan. Semakin besar tanggung jawab dan perjuangannya, 

semakin besar pula ganjaran kebaikan yang dijanjikan Allah SWT. untuknya, 

sebagaimana ia harus pula menanggung resiko yang besar kaitannya dengan peuang 

berbuat dosa atau ketidakadilan. Sehingga pada dasarnya, poligami yang dikenal syari‟at 

Islam itu merupakan gambaran daripada keberhasilan sebuah keluarga yang harmonis 

atau sehat, bukan sebaliknya digunakan sebagai pelarian untuk mengatasi keluarga yang 

tidak sehat atau bermasalah dengan mengharuskan adanya alasan-alasan tertentu untuk 

berpoligami. Atas dasar ini, maka pola pemberian izin poligami lebih relevan 

menerapkan syarat keharmonisan dalam perkawinan yang sedang berlangsung dan tidak 

adanya konflik saat diketahui ada maksud suami melakukan perkawinan baru. 
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       Atas dasar pola tersebut, Majelis Hakim telah mengidentifikasi adanya 

keharmonisan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, dan tidak adanya konflik 

antara pemohon dan termohon serta calon istri pemohon, hal ini dibuktikan dengan 

kehadiran semua pihak di muka sidang secara bersamaan dan memberikan keterangan 

yang saling mendukung terjadinya perkawinan pemohon dengan calon istri tersebut. 

       Penulis sependapat dengan rumusan pola pemikiran Majelis Hakim, karena tujuan 

utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera 

dimana suami dan istri atau istri-istrinya, serta anak-anaknya hidup dalam kedamaian, 

kasih sayang, keharmonisan.
9
 Sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur‟an Surah Ar-

Rum ayat 21: 

نَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحََْةً اِۗنَّ فِْ ذٰلِكَ  هَا وََ عََ  بَ ي ْ وَمِنْ اٰيٰتِو انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ انَْ فُسِكُمْ ازَْوَاً ا لتَِّسْكُنُ وْٓا الِيَ ْ
 لََّٰيٰتٍ لقَِّوْوٍ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 

yang berpikir.” 

 

       Ayat tersebut menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh 

Allah SWT. untuk suami, agar suami dapat hidup tentram membina keluarga. 

Ketentraman seorang seorang suami dalam membina istri atau istri-istri dapat tercapai 

apabila diantara mereka terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras, dan 

seimbang. Semua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara 

satu dengan yang lainnya demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.
10

  

       Dalam hal ini, penulis menganalisa bahwa dalam perkara No. 14/ Pdt.G/ 2020/ 

PA.Ksn. tentang izin poligami tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan poligami yang 

tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan 

                                                           
9
 Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah…, 68. 

10
 Fuad kauma dan nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 7. 
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tetapi, penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan 

tersebut dengan harapan terciptanya keharmonisan keluarga yang lebih luas, serta 

menghindarkan peluang kemaksiatan yang mungkin terjadi jika saja kedekatan hubungan 

pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak sesegera mungkin diberikan legalitas baik 

secara agama maupun secara hukum, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah: 

 

 دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّولٌ عَلَى َ لِْ  الْمَصَالِ ِ 
“Menolak atau menghindari mafsadah atau kesulitan lebih didahulukan daripada 

menarik kemaslahatan”   

 

       Dengan demikian, meskipun permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan 

dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi Majelis Hakim tetap 

memberikan izin poligami kepada permohon karena dianggap lebih memberikan manfaat 

yang lebih besar daripada tidak memberikan izin poligami. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam putusan nomor: 14/ Pdt.G/ 2020/ 

PA.Ksn berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

tentang Perkawinan hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang 

bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan dengan istilah aanvullend recht. 

Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada 

keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan jika 

memang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan.  

2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim atas Pasal 4 ayat (2) 

tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam putusan nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn, bahwa pemohon 

mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Kasongan, namun 

pemohon belum memenuhi syarat alternatif poligami yang tercantum dalam Pasal 4 

ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Kasongan tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, karena 

pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif poligami yang tercantum dalam Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, suami yang akan melakukan 

poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul, cacat badan yang sukar 

disembuhkan, ataupun menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai seorang istri. Persyaratan adil tersebut tercantum dalam al-Qur‟an surah an-

Nisa‟ ayat 3. 
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B. Saran 

1. Diharapkan kepada para Hakim sebagai penegak hukum dalam hal 

mempertimbangkan atau menilai alasan-alasan yang dapat dijadikan pedoman untuk 

poligami tidak hanya semata-mata melihat Undang-Undang saja, akan tetapi juga 

lebih memperhatikan aspek manfaat dan mudhrotnya apabila akan memutus suatu 

perkara. 

2. Diharapkan kepada para suami yang telah memperoleh izin polgami hendaklah 

bertanggung jawab dalam berlaku adil serta menjamin keperluan hidup istri-istri dan 

anak-anaknya dan menjaga komunikasi diantara para istri-istrinya. 
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